
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 06 TAHUN2008 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MARA ESA
 

BUPATILAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang a.	 bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004, Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Taboo 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Taboo 2007, maka Organisasi 
dan Tala Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana 
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Selatan NomOI 01 
Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 
2006, serta Peraturan Daerab Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 
2007, perlu ditinjau kernbali dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan 
Perondang-undangan tersebut; 

b. bahwa sebagai pelaksanaan 1ebib lanjul ditetapkannya Peraturan Perundang­
undangan dimaksud pacta buruf a tersebut di atas dan agar penyelenggarnan 
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat 
lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Latnpung Selatan; 

c.	 bahwa berdasackan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a dan huruf 
b di atas, perlu ditetapkan dengan Pcraruran Daerah; 

Mengingat I.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II tennasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera 
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 37); 

2.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

3.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah 
(Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teIah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lerobaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438).; 

6.	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluban Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 92, Tambahan Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi 
Pamong Prnja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelnrahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah	 Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinai dan 
Pemerintahan Daerah Kahupaten/K.ola (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomnr 41 Tahun 2007 tentang	 Drganisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
TambahanLembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor4741); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang	 Kecamatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomnr 40, Tambahan Lembanm 
Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007	 tenlang Petunjuk 
TeknisPenataan Organisasi Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tenlang Pedoman 
Teknis Organisasi dan Tala Kerja Inspektomt Propinai dan KabupatenlKota; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tenlang Pedoman 
Organisasi dan Tala Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah. 

Dengan Persetujuan DenaDl. 

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAD
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

Dan 
BUPATILAMPUNGSELATAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :	 PERATURAN DAERAD TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN 
TATA KERJA PERANGKAT DAERAD KABUPATEN LAMPUNG 
SELATAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

DaLam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

I.	 Deerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Wakil Bupati _dalab Wakil Bupati Lampung Selatan. 

5.	 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf AbIi Bupati, Dinas 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 

6.	 Sekretariat Daerah edelah Sekretariat Daerah Kahupaten Lampung Selatan. 

7.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

8.	 Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

9.	 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

10. Sekretaris	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

II.	 Staf AbIi adalah Staf AbIi Bupati Lampung Selatan. 

12.	 Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kahupaten Lampung Selatan. 

13. Kepala	 Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

14. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan, terdiri dari Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda, 
Satuan dan Kantor. 

15. Kepala Lembaga	 Teknis Daerah adalah KepaLa Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Inspektur, KepaLa Badan, Direktur, 
Kepala Satuan dan Kepala Kantor. 

16. Lembaga Lain sebagai Bagian	 dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain 
sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari 
Badan dan Sekretariat. 

17. Kepala Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adaLah Kepala 
Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan, terdiri dari Kepala Badan dan Kepala Sekretariat. 

18. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan; 

19. Camat adalah Carnat se-Kabupaten Lampung Selatan; 

20. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan; 

21. Lurah ad_Jab Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan; 

22. Jabatan	 Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan 
Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
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BAB n 
SEKRETARlATDAERAH 

Bagian Kesatu 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Paragraf I 
Pembentukan 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini e1ibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Paragraf 2
 
Kedudukan
 

Pasal 3
 

Sekretariat Daerah merupakan unsur star Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah, berkedudukan eli bawah dan bertanggung jawah kepada Bupati. 

Paragraf3
 
TugasPokok
 

Pasel 4
 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam 
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah, Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah, Kecamatan dan 
Ke1urahan. 

Paragraf 4 
Fungsi 
Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasa14, Sekretariat 
Daerah menye1enggarnkan fungsi : 

a	 penyusunan kebijakan pemerintahsn daerah; 

b. pengoordinasian	 pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan; 

e.	 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan 

e.	 pelak..n.'n tugas lain yang diberikan oJeh Bupati sesuai dengan togas dan 
fungsi Sekretariat Daerah, 

BagianKedua
 
Susunan Organisasi
 

Pasa1 6
 

(I ) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : 

a.	 Sekretariat Daerab. 

b.	 Asisten Bidaug PeDlerinfahan, membawahi : 

I.	 Bagian Bina Pemerintahan, membawabi : 
a Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum; 
b. Sub Bagian Pertanahan; 
c. Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 
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2.	 Bagian Otonomi Daerah, membawahi: 
a.	 Sub Bagian Kerjasmna Antar Lembaga; 
b. Sub Bagian Administrasi Perangkat Daerah; 
c. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Perangkat Desa. 

3.	 Beglen Humas dan Protokol, membawahi: 
a. Sub Bagian Pelayanan Kehumasan dan Pemberitaan; 
b. Sub Bagian Protokol; 
c. Sub Bagian Redaksi dan Publikasi. 

e,	 Asisten Bidang Kesejahferaan Rallyat , membawabi : 

I.	 Bagian Kesejahteraan Sosial, membawabi : 
a. Sub Bagian Sosial; 
b. Sub Bagian Pendidikan dan Kesebatan; 
c. Sub Bagian Ketenagakerjaan, 

2.	 Bagian Bina Mental Spiritual, membawahi; 
a. Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan; 
b. Sub Bagian UI1ISlII1 Haji dan Perayaan Keagamaan; 
c. Sub Bagian Dakwah. 

3.	 Bagian Kemasyaralcatan, membawahi: 
a. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga; 
b.	 Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan; 
c. Sub Bagian Bina Ke1uarga, Perlindnngan Perernpuan dan Anak. 

d.	 Asisfen Bidang Eknnomi dan Pembangunan, membawabi : 

I.	 Bagian Perekonomian, membawahi : 
a. Sub Bagian Samna Perekonomian; 
b. Sub Bagian Bina Prodoksi Daerah; 
c.	 Sub Bagien Pengembangan Potensi Deeeah. 

2.	 Bagian Pembangnnan dan Sumber Day. Alam. membawahi: 
a.	 Sub Bagian Program; 
b.	 Sub Bagian Pengendalian dan Sumber Days Alam; 
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporno. 

e.	 Asisten Bidang Administrasi Umum, membawabi : 

I.	 Bagian Organisasi, membawahl : 
a. Sub Bagian Kelembagaan; 
b. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan; 
c.	 Sub Bagian Ketatalaksanaan. 

2.	 Bagian Ijmum, membawahi: 
a.	 Sub Bagian Ketalausabaan; 
b.	 Sub Bagian Perlengkapan; 
c.	 Sub BagianRumah Tangga. 

3.	 Bagian Hokum, membawahi: 
a.	 Sub Bagian Perundang-undangan; 
b. Sub Bagian Bantuan Hokum; 
c.	 Sub Bagian Dokumentasi Hokum. 

f.	 Kelompok Jabatau Fuupioual, terdiri dari sejumlab jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompol<: sesuai dengan bidang keablian dan 
kelenunpilannya. 
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(2)	 Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dalam me1aksanakan 
tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

(3)	 Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), masing-masing dipimpin 
oleh seorang Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Asisten yang betsangkutan. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan 
bertanggung iawah kepada Kepala Bagianyang betsangkutan. 

(5)	 Kelompok Jabatan Fangsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f, 
dfpimpin oleh seorang lenaga fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerab. 

(6)	 Bagan Strulctur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
mi. 

DAB ill 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKlLAN
 
RAKYAT DAERAH
 

Bagian Kesatu
 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi
 

Paragraf I
 
Pembentukan
 

Pasal 7
 

Dengan Peraturan Daerab ini dihentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab Kabupalen Lampang Se1atan. 

Paragraf 2 
Kedudukan 

Pasal 8 

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh 
seorang Sekretaris Dewan yang secara leknis operasionaJ berada dihawah dan 
bertanggung jawah kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 3
 
Tugas Pokok
 

Pasal 9
 

Sekretariat OPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oLeh 
DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan deerah 

Paragraf 4
 
Fungsi
 

Pasa! JO
 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat 
DPRD menyelenggarakan fungsi : 

a.	 penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b.	 penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
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BAB IV 

STAF AHLI BUPATI 

Pasal 12 

(I)	 Staf Ahli Bupati merupakan unsur pelaksana dalam memberikan telaahan 
sesuai dengan bidang rugasnya. 

(2)	 Staf Ahli Bupati bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya secam administratif dikoordinaslkan oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten. 

(3)	 Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan hukum dan politik, 
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sumber daya manusia, ekonomi 
dan keuangan. 

(4)	 StafAhli Bupati terdiri dari: 

a.	 StafAhli Bidang Hukum dan Polilik; 
b.	 StafAhli Bidang Pemerintahan; 
c.	 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 
d.	 Staf Ahli Bidang Ekononti dan Pembangunan. 

(5)	 Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum daJam 
Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
un. 

BAB V 

DINAS DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal 13 

(I)	 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

(2)	 Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), adalab : 

a.	 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

b.	 Dinas Kesehatan. 

c.	 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

d.	 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transntigrasi. 

e.	 Dinas Perhuhungan, Komunikasi dan Infonnatika. 

f.	 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah. 

g.	 Dinas Pertambangan dan Energi. 

h.	 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

1.	 Dinas Petemakan. 

j.	 Dinas Kelautan dan Perikanan. 

k.	 DinasKehutanan. 
I.	 Dinas Perkebunan. 

m.	 Dinas Pasar dan Kebersihan. 

n.	 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

o.	 Dinas Pendaparen, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. 

p.	 Dinas Pekerjaan Umum. 
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Bagian Kedua 
Dinas PeodidikaD, PemDda dan Olahruga 

Parngraf I
 
Kedudukan
 

Pasal 14
 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olabraga ada1ah unsur pelaksana otonomi daerah 
Pemerintah Daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olabraga yang dipimpin oleb 
seorang Kopala Dims, berada dihawah dan bertanggung jawah kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2
 
TugasPokok
 

Pasal 15
 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai togas pokok melaksanakan 
urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olabraga berdasarkan 
asas otonomi dan togas pemhantuan, serta togas lain sesuai dengan kebijakan yang 
ditelapkan 0100 Bupati berdasarkan pemturan Perundang-undangan yang berlaku. 

..~ 

Parngraf 3 
Fungsi 

Pasal 16 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahmga menyelenggarakan fungsi : 

..	 pennnusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 

b. penyelenggaman	 urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
pendidikan, pemuda dan olabraga; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan togas dibidang pendidikan, pemuda dan olabraga; 

d. pelayanan administratif; dan 

e.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleb Bupati sesua! dengan tugas dan 
fimgsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan 01abmga 

Parngraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasel 17
 

(I) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahmga, terdiri dari: 

..	 Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, memhawahi : 
I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.	 Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pendidikan Dasar, memhawahi : 
1. Seksi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasardan Sekolah Luar Biasa; 
2. Seksi Sekolah Menengah Pertama; 
3. Seksi Kuriku1um Pendidikan Dasar. 
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BagianKedua 
DinaB PendidikaD, Pemuda dan Olahraga 

Paragraf I
 
Kedudukan
 

Pasa! 14
 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah ODSur pelaksana otonomi daerah 
Pemerintah Daerah dibidang pendidikan, pemuda dan oIahraga yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Dims, berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal 15 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai togas pokok melaksanakan 
urusanpemerintahan daerahdibidang pendidikan, pemuda dan olahmga berdasarkan 
asas otonomi dan togas pembantuan, serta togas lain sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Bupati berdasackan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 16 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menye1enggarnkan fungsi : 

a. pemmusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 

b. penyelenggarnan	 urusan pemerintahan dan pelayanan urnum dibidang 
pendidikan, pemuda dan olahraga; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan togas dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 

d. pelayanan administratif; dan 

e.	 pelaksanaan togas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan togas dan 
fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan 0Iahraga. 

Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 17
 

(I) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari : 

a.	 Kepa1a Dinas. 

b.	 Sekretariat, membawahi : 
I.	 Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

e.	 Bidang Pendidikan Dasar, membawahi : 
I. Seksi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa; 
2. Seksi Sekolah Menengah Pertama; 
3. Seksi Kurikulurn Pendidikan Dasar. 
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d. Bidang Pendidikan Menengah. meml>awahi ; 
I. Seksi SekolahMenengah Alas; 
2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; 
3. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah. 

e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi : 
I. Seksi Pendidikan Kesetaraan; 
2. Seksi Pendidikan ADak Usia Dini; 
3. Seksi Pendidikan Masyarakat. 

f. Bidang Pemuda dan 01ahraga, membawahi : 
I. Seksi Pemuda; 
2. Seksi Olahraga; 
3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga 

g. Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabaran Fungsional, terdiri dari sejumlahjabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengao bidang keahlian dan 
keterampilannya 

(2)	 Sekretarlat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepa1a 
Dines. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepa1a Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepa1a Dina>. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dina>. 

(5)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, d, e dan f, maslng­
masing dipimpin oleh seorang Kepa1a Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kopala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawah kepada Kepala Dina>. 

(7)	 Bagan Struktur Organisasi Dina> Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran N, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketiga 
Din.. Kesehatan 

Paragraf I
 
Kedudukan
 
Pasa! 18
 

Dinas Kesehatan adalab unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah 
dibidang pelayanan kesebatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, 
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Paragraf 2
 
TugasPokok
 

Pasal 19
 

Dinas Kesehatan mempunyai togas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah dibidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembentuen, serta togas laio sesuai dengan kebijakao yang ditetapkan oleb Bupati 
berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 20
 

Untuk melaksanakan tugas pokok sehagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas 
Kesehatan menyeleoggarakan fungsi : 

a.	 perumusankebijakao teknis dibidang pelayanan kesehatan; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelayanan 
kesebatan; 

e.	 pembinaan dan peiaksanaantogas dibidang pelayanan kesebatan; 

d. pelayanan administratif; dan 

e.	 pelaksanaan tugas laio yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan togas dan 
fungsi Dlnas Kesehatan. 

Paragraf 4
 
SUSUDall Organisasi
 

Pasal 21
 

(I) Susunao Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : 

a.	 Kepala Dines; 

b. Sekretariat, memhawahi : 
1. Sub Bagiao Penyusunao Program; 
2. Sub Bagian Tala Usaha dan Informasi Kesehatao; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Perleugkapao. 

e.	 Bidang Pengembangen Sumber Daya Kesehatao dan Pemberdayaan
 
Kesehatan, membawabi :
 
I. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia; 
2. Seksi Promosi dan Peroberdayaan Kesehatan Masyarakat; 
3.	 Seksi Pendidikan Tatiban dan Penelitian Peogerobangan. 

d. Bidang Pengendalian Masalah Kesebatan, merohawahi : 
I.	 Seksi Pemberantasan Peoyakit Menular; 
2. Seksi Peneegahan dan Pengamatan Penyakit; 
3.	 Seksi KeseharanLingkungan. 

e.	 Bidang Pelayanan Kesebatan, merohawahi : 
I.	 Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khususdan Rujukan; 
2.	 Seksi Gizi Masyarakat; 
3. Seksi Kesehatan Keluarga. 

f.	 BidangJaminan dan Sarona Kesebatan, membawahi : 
I. Seksi Obat, Kosmetik dan Alat Kesehatan; 
2. Seksi KesehatanTradisional, MakaMn dan Minuman; 
3. Seksi laminan Pemeliharaan Kesehatan. 
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g. UnitPelaksaaa Teknis. 

h. Kelompok Iahatan Fungsionai, tenliri dari sejumlah jahatan fungsionai yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai deogan bidang keahlian dan 
keternmpilannya. 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) buruf e, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dihawah dan 
bertanggung jawah kepada Kepala Dinas. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sehagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dihawah dan 
bertanggungjawah kepada Sekretaris Dinas. 

(5)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dihawah dan 
bertanggung jawah kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Iahatan Fungsionai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsionai Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7)	 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatm sehagaimana tereaatum dalam 
Lampiran V, merupakan hagian yang tidak terpisahkan dari Pernturan. Daemh 
ini. 

Bagian Keempat 
Dioas Kependudukan dan PencalalaD Sipil 

Paragraf I 
Kedudukan 
Pasai 22 

Dinas Kepeududukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur peIaksana otonomi daemh 
Pemerintah Daemh dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas, bereda dihawah dan bertanggung jawah kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daemh. 

Paragraf 2
 
TngasPokok
 

Pasai 23
 

Dinas Kepeududukan dan Pencatatan Sipil mempunyai togas pokok melaksanakan 
urusan pemerintahan daemh dibidang kepeadudukan dan penceratan sipil 
berdasarl<an asas otonomi dan togas pembantuan, serta togas lain sesuai deogan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ben1asaIkan peraturan Penmdang-undangan 
yang berlaku. 
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Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 24
 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi : 

a	 perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

b. penyelenggaraan	 urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
kependudukan dan pencatatan sipil; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kcpendudukan dan peneatatan sipil; 

d.	 pelayanan administratif; dan 

e.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 25 

(1)	 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari : 

a.	 Kcpala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahi : 
1.	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c.	 Bidang Penyuluhan dan Pengawasan, membawahi: 
1. Seksi PengoLahan Data dan Penyimpanan Arsip; 
2.	 Seksi Penyuluban; 
3. Seksi Pengawasan. 

d. Bidang Kependudukan, membawabi : 
1.	 Seksi Pendaftaran Penduduk; 
2.	 Seksi Mutasi Data dan Pelaporau; 
3.	 Seksi Proyeksi dan Pcrkembangan Penduduk. 

e.	 Bidang Pencatatan Sipil, membawahi : 
1. Seksi Kelahiran dan Kematian; 
2.	 Seksi Pengakuan Sub dan Pengangkatan Anak; 
3. Scksi Perkawinan dan Perceraian. 

f	 Unit Pclaksaaa Teknis. 

g.	 Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok scsuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (L) huruf b. dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf c. d dan e, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 
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(5)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d dan e, masing­
masing dipimpin oleh seoraag Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertangguog jawab kepada Kepala Bidaog yang bersangkutan, 

(6)	 Kelompok Jabatan Fuogsional sebagaimaua dimaksud pada ayat (I) huruf g, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Seoior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertangguugjawab kepada Kepala Dinas. 

(7)	 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukau dan Catalan Sipil sebagaimaua 
tereantum dalam Lampirau VI, merupakau bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kelima 
Dina' Sosial, Tooaga Kerja dan Transmigrasi 

Paragraf 1
 
Kedudukau
 

Pasal 26
 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transntigrasi adalah WlSUl pelaksana otooonti 
daerah Pemerintah Daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transntigrasi yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawab dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2
 
TugasPokok
 

Pasal 27
 

Dinas Sosial, Tenaga Keria dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidaog sosial, tenaga kerja dan 
transntigrasi berdasarkan asas otononti dan togas pemhaotuan, serta togas lain 
sesuai dengao kebijakan yang ditetapkan oleb Bupati berdasarkan peraturan 
Penmdang-undaogao yang bedaku. 

Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 28
 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimaua dimaksud dalam Pasal 27, Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : 

a.	 penunusan kebijakan teknis dibidaog soslal, tenaga keaja dan transmigrasi; 

b. penyelengganum	 urusan pemerintahan dan pelayaoan umum dibidang sosial, 
tenagakerja dan transntigrasi; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan togas dibidaog soslal, tenaga kerja dan transntigrasi; 

d.	 pelayaoan administratif; dan 

e.	 pelaksauaao tugas lain yang dibetikan oleh Bupati sesuai dengan togas dan 
fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
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Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 29
 

(1)	 Susunan Organisasi Dines Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari: 

a.	 Kepala Dinas. 

b.	 Sekretariat, membawabi : 
I.	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.	 Sub Bagian Perencanaan; 
3.	 Sub Bagian Keuangan. 

c.	 Bidang Sosial, membawabi : 
I.	 Seksi Rebabilitasi Sosial; 
2. Seksi Bantuan Sosia1; 
3. Seksi Pembinaan Sosial dan Kepahlawanen, 

d.	 Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industri dan Syarat 
Kerja, membawabi : 
I. Seksi Pelatihan dan Produktititas Tenaga kerja; 
2. Seksi Perluasan Kerja, Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja; 
3. Seksi Hubungan Industria! dan Syarat-syarat Kerja. 

e.	 Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan, 
membawabi: 
I. Seksi Norma Ketenagakerjaan dan Nonna Keselamaran, Kesehataa, 

Kerja; 
2. Seksi Penyelesaian Perselisihan; 
3. Seksi Penindakan. 

f.	 Bidang Transmigrasi, membawabi : 
1. Seksi Pengeraban, Pendaflaran dan Seleksi; 
2. Seksi Pemindahan dan Penempatan; 
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan. 

g.	 UnitPelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejwnlab jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keablian dan 
keterampilannya. 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas, 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufc, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bemda dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 

(5)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf C, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bemda dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6)	 Kelompok Jabatan Fungsional sehagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dines. 

(7) Bagan	 Struktur Organisasi Dinas Sosia!, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak 
terpisabkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Bagian Keenam 
Dinas Perhubungan, Kom.unjkesi dau Informatika 

Paragraf 1
 
Kedudukan
 

Pasal 30
 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Jnformatika adalah unsur pelaksana otonomi 
daerab Pernerintah Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang 
dipimpin oleh seorang Kepela Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati meWui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal 31 

Dinas Perbubungan, Komunlkasi dan Infonnatika mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perbubungan, komunikasi dan 
infonnatika berdasarkan eses otooomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai 
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Penmdang­
uodangan yang berlaku, 

Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 32
 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas 
Perlmbungao, Komunikasi dan Informatika menyelenggarnkan fungsi : 

a.	 perumusan kebijakan teknis dibidang perhubnngao, komunikasi dan informarika; 

b. penyelenggaraan	 urusan pemerintahan dan pelayanan nmnm dibidang 
perbubungan, komunikasi dan infurmatika; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan togas dibidang perbubungan, komunikasi dan 
informatika;, 

d.	 pelayanan administratif dan 

c.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan togas dan 
fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infonnatika. 

Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 33
 

(I)	 Susunan Organisasi Dinas Perhubungaa, Komunikasi dan lnformatika, terdiri 
dari : 

a.	 Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahi : 
I.	 Sub Bagian Umnm dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3.	 Sub Bagian Keuangan. 
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c. Bidang Perhubungan Derat, membawahi : 
I. Seksi Lalu Limas Damt; 
2. Seksi Angkutan Darat; 
3. Seksi Teknis Sarana dan Prasaraoa 

d. Bidang Perbubungan Laut membawahi : 
I. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; 
2. Seksi Kepelabuban; 
3. Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan. 

e. Bidang Perbubungan Udara, membawahi : 
I. Seksi Lalu Lintas Angkutan Udara; 
2. Seksi Keselamatan Penerbangan; 
3. Seksi Teknik Penerbangan. 

f. Bidang Komunikasi dan Infonnatika, membawahi : 
I. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 
2. Seksl Sarana dan Prasaraoa Komturikasi dan Informasi; 
3. SeksiFrekwensi Radio dan Televisi. 

g. Unit Pe1aksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 
terbagi daJam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilaonya 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawah kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufc, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawah kepada Kepala Dinas. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawah kepada Sekretaris Dinas. 

(5)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayar (I) huruf c, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawah kepada Kepala Bidang yang bersangkutan, 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud	 pada ayar (I) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejahat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggongjawah kepada Kepala Dinas. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhuhungan, Komturikasi dan Informatika 
sebagaimana tercantum daJam Lampiran VllI. merupakan bagian yang tidak 
teIpisahkan dari Peramraa Daerah ini. 

Bagian Ketujub 
Dina Koperasi.,Perindustrian, Penlagangan
 

dan Uuh. Kecil Menengah
 

Paragraf I
 
Kedudukan
 

Pasal 34
 

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah adaJah 
unsur peleksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang koperasi, 
perindustrian, perdagangan dan usaha kccil menengah yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
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Paragraf 2
 
TugasPokok
 

Pasal 35
 

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah 
mempnnyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang 
koperasi, perindnstrian, perdagangan dan usaha kecil menengah berdasarkao asas 
otonomi dan tugas pembaatuan, serta tugas lain sesnai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Pernndang-uodaogan yang berleku, 

Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 36
 

Untok melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksod dalam Pasal 35, Dims 
Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah 
menyelenggarakan fnngsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan 
usaha kecil menengah; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, 
perindnstrian, perdagangan dan usaha kecil menengab; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, perindustrian, perdagangan 
dan usaha kecil menengah; 

d.	 pelayanan administratif; dan 

e.	 peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengab. 

Paragraf 4
 
Susnnan Organisasi
 

Pasal 37
 

(I)	 Susnnan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha 
Kecil Menengab, terdiri dari : 

a	 Kepala Dinas. 

b.	 Sekretarial, memhawabi : 
I.	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaao; 
3.	 Sub Bagian Keu..gan. 

c.	 Bidang Bina Koperasi dan Usaha Kecil Menengab, membawahi : 
I. SeI:si Kemitraan Koperasi dan Usaha Kecll Menengah; 
2. Seksi Usaba Koperasi dan Usaha Keeil Menengah; 
3. Seksi Kelembagaan dan Legalitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengsh. 

d.	 Bidang Bina Industri, membawahi : 
I.	 Seksi Samoa Industri; 
2. Seksi Usaha lndustri; 
3. Seksi Bimbingan Produksi. 

e.	 Bidang Perdagangan dan Perlindnngan Konsumen, membawahi : 
1.	 Seksi Perdagangan; 
2. Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan; 
3. Seksi Perlindnngan Konsumeo. 
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f. Bidang Pengawasan. membawahi : 
I. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 
2. Seksi Pengawasan Perindustrian; 
3. Seksi Pengawasan Perdagangan. 

g. Unit Pe1aksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dati sejumlah jabatan fungsionai yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilanny.. 

(2)	 Sekretariot sebegaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Kepala 
Dims. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufe, d, e dan1;masing­
masing dipimpin o!eh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
ber1anggung jawah kepada Kepala Dims. 

(4)	 Sub Begian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada eyat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
ber1anggungjawab kepada Sekretaris Dims. 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayot (I) huruf c, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepa1a Seksi yang berada dibawah dan 
ber1anggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6)	 Ke1ompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayot (I) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompol<: dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dims. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dims Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan 
Usaha Kecll Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, 
merupakan bagian yang tidak terpisabkan dati Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedelapan 
Dinas PertambaDgOD dao Eoerg; 

Paragraf 1
 
Kedudukan
 

Pasa1 38
 

Dinas Pertambangan dan Energi ada1ah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintab 
Daerah dibidang pertambangan dan energi yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Dims, berada dibawah dan ber1anggung jawah kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Paragraf 2
 
TngasPokok
 

Pasa1 39
 

Dims Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok mclaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang pemonbangan dan energi berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakao yang ditetapkan 
o!eh Bnpati berdasarkan peraturan Penmdang-uudangan yang berlaku 
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Peragraf 3 
Fungsi 

Pasal 40 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas 
Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fimgsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang penambangan dan energi; 

b. penyelenggaraan	 urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
penambangan dan energi; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penambangan dan energi; 

d. pelayanan administrntif; dan 

e.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleb Bupati sesuai dengan tugas dan 
fimgsi Dinas Pertambengan dan Energi. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 41 

(I)	 Susunan Organisasi Dims Pertambangan dan Energi, terdiri dari : 

a.	 Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahi : 
I.	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c.	 Bidang Geologi Swnberdaya Mineral, membawabi : 
I.	 Seksi Geologi Umum dan Pemetaan; 
2. Seksi Hidrologi dan Tata Linglrungan; 
3. Seksi Swnberdaya Mineral. 

d. Bidang Pertambangan Umum, membawabi : 
I.	 Seksi Pengnsahaan Pertambengan; 
2. Seksi Pembinaan Penambangan. 
3. Seksi Konservasi; 

e.	 Bidang Energi, Migas dan Kelistrikan, membawahi: 
I.	 Seksi Pengusahaan Kelistrikan; 
2. Seksi Pengembangan Konservasi Energi; 
3. Seksi Minyak dan Gas Bumi. 

f.	 UnitPelaksana Teknis. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejwnlabjabatan fimgsional yang 
terbagi daIam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keablian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat	 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawab dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d dan e, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawah kepada Kepala Dims. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) buruf h, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawab dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dims. 
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(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, d dan e, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawah kepada Kepala Bidang yang bersangkntan. 

(6) Kelompok	 Jahatan Fnngsiona1 sehagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g, 
dipimpin oleb seoraag Pejahat Fungaional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Bagan Struktnr Organisasi Dinas Pertamhangan dan Energi sehagaimana 
tereantum daJam Lampiran X, rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kesembilan 
DiBasPertaniu TanBNaD Pangan dan Hortilmltura 

Pamgrafl
 
Kedndnkan
 

Pasa! 42
 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultum adalah unsur pelaksana otonomi 
daerah Pemerintah Daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan hortiku1lu1ll 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan hertaoggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2
 
TngasPokok
 

Pasa! 43
 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortiknllulll mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertaniao ""'aman pangan dan 
hortikultura beedesarkan asas otonorni dan tugas pemhantuan, serta tugas lain sesuai 
dengan kebijakan yang ditelapkan olell Bupati herrlasarkan peraturnn Perundang­
undanganyang berlaku. 

Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasa! 44
 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimsksud daJam Pasal 43, Dines 
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulrura menyelenggarakan fungsi : 

a.	 perumusan kellijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortiku1tura; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian 
tanaman pangan dan hortiku1tura 

e.	 pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian tanaman pangan dan 
hortiku1tura; 

d. pelayanan administratif; dan 

e.	 pelaksanaan tugas lain yang dibetikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortiku1tura. 



22 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasa1 45 

(I) Susunan Organisasi Dines Pertanian Tanaman Pangandan Hortikultura, terdiri 
dari : 

a.	 Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahi : 
I.	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.	 Sub Bagian Perencanaan; 
3.	 Sub Bagian Keuangao. 

c.	 Bidang Tanaman Pangan, membawahi : 
I.	 Seksi Budidaya Serelia; 
2.	 Seksi Budidaya Kacang-kaeangan dan Umbi-wnbian; 
3. Seksi Perbeniban Tanaman Pangao. 

d. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi: 
I.	 Seksi Budidaya Taoaman Buab, Tanaman Hias dan Bunga-bungaan; 
2. Seksi Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka; 
3. Seksi Porbenihan Hcrtikultura. 

e.	 Bidang Peogelolaan Laban. Air dan Sarona, membawahi : 
I.	 Seksi Pengelolaan Laban dan Air; 
2. Seksi Pengelolaan AlaI Mesin Pertanian; 
3. Seksi 1kIim, Pupuk dan Pestisida. 

f.	 Bidang Pengolahan dan Pemasamn Hasil,membawahi : 
I.	 Seksi Pasca Panen dan Pengolaban Hasi1; 
2. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil; 
3. Seksi Kemitraan, permndaIan dan Perizinan 

g.	 UnitPelaksena Teknis. 

h.	 Kelompok Jabatan Fungsional, tenliri dari sejumlahjabarno fungsiooal yang 
terbagi dalam beIbagai kelompnk sesuai dengan bidang Jreablian dan 
keternmpilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud	 pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud padaayat (I) hurufc, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleo seorang Kepala Bidang yang berada dibawab dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dines. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin cleh seorang Kepala Sub Raglan yang bereda dibawab dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dines. 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d, e dan f, masing­
masing dipimpin cleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang ber.!angkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsiooal sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf h, 
dipirnpin olub seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, 

(7) Bagan Strulctur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
sebagairnana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan hagian yang tidak 
terpisabkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Bagiao lCesepuluh 
Dina Petemakan 

Paragraf 1 
lCedudukan 

Pesal 46 

Dinas Petemakan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah 
dibidang petemakan yang dipimpin 0100 seorang lCepala Dinas, berada dibawah dan 
bertanggung jawah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2
 
TogasPokok
 

Pasa! 47
 

Dines Pctemakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah dibidang petemakan berdasarkan asas otonomi dan togas pembamuan, serta 
togas lain sesuai deogan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

Paragraf 3
 
Fuogsi
 

Pasa! 48
 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas 
Peternakan menyelenggarakan fungsi : 

a.	 perumusan kebijakan teknis dibidang petemakan; 

b. penye1enggaraan	 urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
peternakan; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan togas dibidang petemakan; 

d. pelayanan administratif; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Petemakan 

Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasa! 49
 

(I) Susunan Organisasi Dinas Petemakan, terdiri dari : 

a.	 ICepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahi : 
I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.	 Sub Bagian Perencanaan; 
3.	 Sub Bagian Keuangan 

c.	 Bidang Pembibitan Temak, membawahi : 
1.	 Seksi Bibit Ternak; 
2. Seksi Inserninasi Buatan dan Embryo Ternak; 
3. Seksi Kawasaa Peternakan. 
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d. Bidang Produksi, membaWllhi : 
I. Seksi Penyebaran dan Pengembangan; 
2. Seksi Alat dan Mesin Petemakan; 
3. Seksi Pakan Temak. 

e. Bidang Pengembangan dan Usaha Petemakan, membawahi : 
I. Seksi Pengembangan Sumber Day. Manusia; 
2. Seksi Agribisnis; 
3. Seksi Usaha Petemakan dan Pemasaran. 

f. Bidang Kesebatan Hewan dan Kesebatan Maayarakat Veteriner, 
membawahi: 
I. Seksi Kesebatan Masyarakat Veteriner; 
2. Seksi Per1indungan dan Pengenda1ian Penyakit Hewan; 
3. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesebatan Hewan. 

g. Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsionai, terdiri dari sejumiah jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengao bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud	 pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 
secrang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kopala 
Dines. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d, e dan f, masing­
masiog dipinapin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4)	 Sub Bagian-Snh Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dims. 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d, e dan f, masing­
musing dipinapin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang hersanglodan 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksnd pada _yot (I) huruf h, 
dipinapin oleh semang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Petemakan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah 
1Dl. 

Bagian Kesebelas 
Dinas Kelant&n dan Perikanan 

Paragraf I
 
Kedudukan
 

Pasa1 50
 

Dinas K.elautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pem.erintah 
Daerah dibidang kelautan dan perikan_n yang dipimpin olch semang Kopala Dinas, 
berada dibawah dan bertanggungjawah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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Paragraf 2
 
Tugas Pokok
 

Pasal 51
 

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai togas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang ke1autan dan perikanan benlasarkan asas otonomi 
dan togas pembantuan, serta togas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleb Bupati berdasarkan peralW1lIl Penmdang-undangan yang berlaIru. 

Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 52
 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas 
Kelautan dan Perikanan menyelenggarnkan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang ke1autan dan perikanan; 

b. penyelenggaraan urusan pernerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan 
dan perikanan; 

c.	 pernbinaan dan pelaksanaan togas dibidang ke1autan dan perikanan; 

d.	 pelayanan administratif; dan 

e. pelaksanaen	 tugas lain yang diberikan oleb Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan. 

Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 53
 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dati : 

a.	 Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawabi : 
I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. SubBagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c.	 Bidaag Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawabi : 
I. Seksi Ke1aulan dan Pesisir; 
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-polau Kecil; 
3. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 

d. Bidang Perikanan Budidaya, membawabi : 
I.	 Seksi Sarona Budidaya; 
2. Seksi Perbeniban; 
3. Seksi Produksi Budidaya. 

e.	 Bidang Perikanan Tangkap, membawahi : 
I.	 Seksi Sarana Penangkapan; 
2. Seksi Sumberdaya Ikan; 
3.	 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ke1autan dan 

Perikanan 

f.	 Bidang Pengclahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawabi : 
I. Seksi Pengolaban Hasil dan Pembinaan Mutu; 
2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan; 
3. Seksi Usaba dan lnvestasi. 
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g. Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional, tcrdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud	 pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleb 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertaoggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertaoggung jawab kepada Kopala Dinas. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung [awab kepada Sekretaris Dinas. 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurnf c, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertaoggung jawab kepada Kopala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsinnal sebagaimana dimeksud pada ayat	 (I) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua KeJompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Bagan	 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana 
tercantum daIam Lampiran XIII, merupakan bagian yang tidal. terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua Belas 
Dinas Kehutanan 

Paragraf I
 
Kedudukan
 
Pasal 54
 

Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah 
dibidang kehutanan yang dipimpin oleb seorang Kepala Dinas. berada dibawah dan 
bertaoggung jawab kepada Bupari melalui Sekretaris Daerah. 

Paragmf 2 
TugasPokok 

Pasal 55 

Dinas Kehuranan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah dibidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta 
tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf3 
Fungsi 

Pasal 56 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas 
Kehutanan menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan danpelayananumum dibidang kehutanan; 

e. pembinaan danpelaksanaan tugas dibidangkehutanan; 

d. pelayanan administratif; dan 
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e.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan togas dan 
fungsi Dinas Kehutanan. 

Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasa! 57
 

(I)	 Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari : 

a.	 Kepala Dinas. 

b. Sekrelariat, membawahi : 
I.	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3.	 Sub Bagian Keuangan. 

e.	 Bidang Invenlarisasi, Tataguna dan Pengembangan, membawahi : 
I.	 Seksi Pemetaan dan Tala Balas Kewasan; 
2. Seksi Tala Guna Hutan; 
3. Seksi Pendataan danPenembangan. 

d.	 Bidang Pengusahaan Hutan, membawahi : 
I.	 Seksi Perijinan; 
2.	 Seksi Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan; 
3.	 Seksi Pembinaan Hutan Tanaman dan Aneka Usaha Kehutanan. 

e.	 Bidang Rehabilitasi dan Hutan Kemasyerakaian, membawahi : 
1. Seksi Rehabililasi; 
2. Seksi Hutan Kemasyerakatan; 
3.	 Seksi SDM dan Kelembagaan. 

f.	 Bidang PerlindunganHutan, membawahi : 
I. Sekai Penegaken Hukum Kehutanan; 
2. Seksi Tenaga danSarana Perlindungan; 
3. Seksi Pengendalian Hams, Penyakit Tanaman dan Kebekaran HUIan. 

g.	 Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungaional, tenIiri dari sejumlahjabatan fungsional yang 
terbagi dalam berhagai kelornpok sesuai dengan bidang keahlian dan 
ketenunpilannya. 

(2)	 Sekrelariat sebagaima.. dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekrelaris yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kopala 
Dinas. 

(3)	 Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, d, e dan f 
masmg-masing dipimpin oleh seorang Kopala Bidang yang berada dibawah dan 
bettanggungjawah kepada Kopala Dinas. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekrelaris Dinas. 

(5) Seksl-Seksi sebagaimana dimaksud pads ayat (I) huruf c, d, e dan f masing­
masing dipimpin oleh seorang Kopala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan 

(6)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pads ayat (I) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejebar Fungaional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawah kepada Kopala Dinas. 
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(1) Bagan Stroktur Organisasi Dinas Kebutanan sebegeimana tercantum dalam 
Lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

Bagian Ketiga Belas 
Dina. Perkebunan 

Paragraf I
 
Kedudukan
 

Pasa1 58
 

Dinas Perkebunen adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah 
dibidang perkebunan yang dipimpio oleb seorang Kopala Dinas, berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerab. 

Paragraf 2
 
Tugas Pokok
 

Pasa1 59
 

Dinas Perkebunan mempunyai togas pokok meJaksanakan urusan pemerintahan 
daerah dibidang perkebunau berdasarkan asas otooomi dan tugas pembanluan, serta 
togas Jain sesuai dengao kebijakan yang ditetapkan oleb Bupati berdasatkan 
pernturan Perundang-undangan yaog ber1aku. 

Parngraf 3 
Fungsi 

Pasal 60 

Untuk me1aksanakan togas pokok sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 59, Dinas 
Perkebunan meoyelenggatakan fungsi : 

a.	 penunusan kebijakan teknis dibidang petkebunan; 

b. penyeleoggaraao	 urusan pemerimahan dan pelayaoan lIIIIum dibidang 
perkebunan; 

c.	 pembinaan dan peleksanaen togas dibidang petkebuaan; 

d. pelayanao administratif; dan 

e.	 pelaksanaan tugas lain yaog diberikan oleh Bupati sesuai dengan togas dan 
fungsi Dims Perkebunan. 

Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasa1 61
 

(I) Susunao Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari : 

a.	 Kopala Dinas. 

b.	 Sekretariat, membawahi : 
I.	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.	 Sub Bagian Perencanaan; 
3.	 Sub Bagian Keuaogan. 

c.	 Bidang Peogolahao Laban dan Air, mernbawahi : 
1.	 Seksi Konservasi Taoah dan Air; 
2.	 Seksi Peman1'aatan Laban; 
3. Seksi Sarana dan Prasaraoa. 
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d. Bidang Produksi dan Perlindungan , membawahi : 
1. Seksi Tanaman Perkebunan; 
2. Seksi Perlindungan danPengendalian; 
3. Seksi Bahan Tanaman dan Pupuk. 

e. Bidang Usaha dan Kelembagaan, membawabl : 
I. Seksi Bimbingan Usaha dan Agribisnis; 
2. Seksi Perizinan, Kemitraan dan Permodalan; 
3. Seksi Sumber Daya dan Teknologi. 

f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membewahi : 
I. Seksi Penanganan Pasco Panen dan Mulu; 
2. Seksi Pengolahan; 
3. Seksi Promosi dan Pemasaran. 

g. Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabalan Fungsional, terdiri dari sejumlah jebetan fungsional yang 
terbagi daIam berbagai kelompok sesnai dengan bidang keah1ian dan 
keterampilannya. 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksnd pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggong jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagalmana dimaksnd	 pada ayat (I) huruf c, d, e dan f, 
masing-masing dipimpin oleb seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawah kepada Kepala Dinas. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksnd pada ayat (I) burof b, masing­
masing dipinapin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggong jawab kepada Sekretaria Dinas. 

(5)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksnd pada ayat (I) huruf c, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggongjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jahatan Fungsional sebagaimana	 dim.k'ud pada ayat (I) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawah kepada KepaIa Dinas. 

(7)	 Bagan Struktur Orgaoisasi Dinas Perkebunan sebagaimana ten:antum daIam 
Lampiran XV. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pernturan Daerah 
mi. 

Bagian Keempat Belas 
Dino Pasar dan Kebersih8D 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 62 

Dinas Pasar dan Kebersihan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah 
Daerah dibidang pasar dan kebersiban yang dipinapin oleh seorang Kepala Dinas, 
berada dibawah dan bertanggongjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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Paragraf 2
 
Tuges Pokok
 

Pasal 63
 

Dinas Pasar dan Kebersihan memponyai togas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang pasar dan kebersihan berdasarkan asas otonomi dan 
togas pembanluan, serta togas lain sesuai dengan kebijakan yang dilelapkan oleh 
Bupati berdasarkan peratur.m Penmdang-uadangan yang berIaIru. 

Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 64
 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas 
Pasar dan Kebersihan menyelenggarnkan fungsi : 

a	 pennnusan kebijakan teImis dibidang pasar dan kebersiban; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pasar dan 
kebersiban; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan togas dibidang pasar dan kebersiban; 

d. pelayanan administratif; dan 

e. pelaksanaan tugas	 lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan togas dan 
fungsi Dinas Pasar dan Kebersiban. 

Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 65
 

(I) Susunan Organisasi Dinas Pasar danKebersihan, terdiri dari : 

a	 Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, membawahi : 

I.	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.	 Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c.	 Bidang Pengembangan Pasar, membawahi : 
I.	 Seksi Pembinaan Pedagang Pasar; 
2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pasar; 
3. Sekai Pengawasan dan Ketertiban Pesar. 

d. Bidang Pendapatan, membawahi; 
I.	 Seksi Penetapan; 
2. Seksi Penerimaan; 
3. Seksi Pendapatan Lain-lain. 

e.	 Bidang Kebersihan, membawahi; 
I.	 Seksi Penyuluhan; 
2. Seksi Operasionai; 
3. Seksi Samoa dan Prasaea, 

f	 Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi : 
I.	 Seksi Pertamanan; 
2. Seksi Pemakaman; 
3. Seksi Dekorasl Kola dan Reldame. 
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g. UnitPelaksanaTeknis. 

h. Kelompok 1ahatan Fungsional, terdiri dari sejwnlah jahatan fungsional yang 
terhagi dalam herbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampiJannya. 

(2)	 Sekretariat sehagaimana dimakslId pada ayat (I) buruf h, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang herada dihawah dan hertanggung jawah kepada Kepala 
Dinas, 

(3) Bidang-Bidang sehagaimana dimaksud	 pada ayat (I) huruf c, d, e dan f, 
masing-masing dipimpin 0100 seornng Kepaia Bidang yang herada dihawah dan 
hertauggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sehagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h, masing­
masing dipimpin 0100 seornng KepaIa Sub Bagian yang herada dihawah dan 
hertauggung jawah kepada SekretarisDinas, 

(5)	 Seksi-SCksi sehagaimana dimaksud pada ayal (I) huruf c, d, e dan f, masing­
masiug dipimpin 0100 seorang Kepala Seksi yang herada dihawah dan 
bertangguugjawah kepada Kepala Bidang yang hersangkutan. 

(6) Kelompok 1ahatan Fungsional sehagaimana	 dimaksud pada ayat (I) huruf h, 
dipimpin 0100 seornng Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
hertangguugjawah kepada Kopala Dinas. 

(7)	 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan sehagaimana tercaatum 
dalam Lampiran XVI., merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

Bagian KeJima Belas 
Dina. Pariwisata dan KebBdayaan 

Paragraf I
 
Kedudukan
 
Pasal 66
 

Dinas Pariwisata dan Kobudayaan adalah unsur pelaksana ctonoml daerah 
Pemeriotab Daerah dibidang pariwisata dan kebudayaan yang dipimpin oleh 
seornng Kepala Dinas, herada dihawah dan hertanggung jawah kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal 67 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai lugas pokok melaksaaakan urusan 
pemerintaban daerah dibidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkanasas otonomi 
dan togas pemhantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebjjakan yang ditetapkan 
oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang herIaku. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 68 

Unluk melaksanakan tugas pokok sehagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan kehudayaan; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintaban dan pelayanan umum dibidang pariwisata 
dan kebudayaan; 
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c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata dan kebudayaan; 

d.	 pelayanan adminislIatif; dan 

e.	 pelaksanaan togas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fimgsinya.. 

Paragraf 4
 
SUStmaR Organisasi
 

Pasal 69
 

(I)	 SUStmaR Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari : 

a,	 Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahi : 
I. Sub Bagian Umum dan Kepegawai.an; 
2.	 Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c.	 Bidang Peugembangan Pariwisate, membawahi : 
I.	 Seksi Lingkuugan Wisata; 
2. Seksi Peugembangan Wisata; 
3. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata. 

d. Bidang Pemasaran, membawahi : 
1. Seksi Promosi; 
2. Seksi lnformasi. 

e.	 Bidang Kebudayaan, membawahi : 
I.	 Seksi Kesenian; 
2. Seksi Cagar Budaya; 
3. Seksi Sejarah. 

f.	 UnitPelaksenaTeknls. 

g. Kelompok Jabalan Fungsional, terdiri dari sejum1ab jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya, 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d dan e, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawah kepada Kepala Dinas. 

(4)	 Suh Bagian-Suh Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Suh Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. 

(5)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, d dan e, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawah kepada Kepala Bidang yang hersangkutan. 

(6) Kelompok	 Jabalan Fungsionai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsionai Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawah kepada Kepala Dinas. 

(7)	 Bagan Struklur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Xvll, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
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Bagian Keenam Betas
 
Dinas Pendapatau, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
 

Paragraf I
 
Kedudukan
 
Pasal 70
 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah unsur pelaksana 
otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan 
asset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dlnas, berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2
 
Tugas Pokok
 

Pasal 71
 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas 
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengeloLaan 
keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta 
tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 72
 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a.	 perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan 
asset daerah; 

b. penyelenggarnan	 urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; 

c.	 pcmbinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan 
dan asset daerah; 

d. pelayanan administratif; dan 

e.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. 

Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 73
 

(I) Susunan Organisasi Dines Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah, terdiri dan: 

a	 Kepala Dines. 

b. Sekretariat, membawahi : 
I.	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.	 Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c.	 Bidang Pendapatan, mernbawahi : 
I.	 Seksi Pendataan dan Pcnetapan; 
2. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 
3, Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
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d. Bidang Anggaran, membawahi : 
I. Seksi Pelaksanaan Anggarnn; 
2. Seksi Akuntansi; 
3. Seksi Pengendalian 

e.	 Bidang PerlJendahaman dan Belanja Pegawai, membawahi : 
1.	 Seksi Perbendabaraan; 
2.	 Seksi Belanja Pegawai; 
3. Seksi Kas Daerab. 

f.	 Bidang Aset Daerah, membawahi : 
1.	 Seksi Analisls Kebutuhan; 
2. Seksi Pengadaan; 
3. Seksi Distribusi. 

g.	 Unit Pelaksana Teknls. 

h.	 Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlahjabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbegai kelompol;. sesuai dengan bidang keahlian dan 
keternmpilaonya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretans yang bera<Ia dibawah dan bertanggungjawab kepada Kopala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufc, II, e dan J; masing­
masing dipimpin oleh seoraog Kepala Bidang yang bera<Ia dibawah dan 
bertaoggung jawah kepada Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksad pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oteb seoraog Kepala Sub Bagian yang bera<Ia dibawah dan 
bertanggungjawah kepada Sekretaris Dinas. 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksad pada ayat (I) huruf c, II, e dan J; masing­
masing dipimpin oleh seoraog Kopala Seksi yang berada dibawab dan 
bertaoggung jawab kepada Kopala Bidaog yang bersanglrutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimaua dimaksad pada ayat (I) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompol;. dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelo1aan Keuaogan dan Asset 
Daerab sebagaimana tercantum daIam Lamplran XVIII, mempakan bagian 
yang tidal< lerpisahkan dari Peraturan Daerab ini. 

Bagian Ketujub Belas 
Dinu Pekerjuo Umum. 

Paragraf I
 
Kedudukan
 
Pasal 74
 

Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana otonomi daerab Pemerintah Daerah 
dibidang pekerjaan umum yang dipimpin oleh seorang Kopala Dines, berada 
dibawah dan bertanggung jawah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

Paragraf 2
 
TugasPokok
 

Pasal 75
 

Dinas Pekerjaan Umwn mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlalru. 
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Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 76 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Dinas 
Pekerjaan Umum menyelenggarnkan fungsi : 

..	 perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum; 

b. penye1enggarnan urosan pemerintahan dan pelayaoan umum dibidang pekerjaan 
umum; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum; 

d.	 pelayanao administratif; dan 

e.	 pelaksanaan togas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan togas dan 
fungsi Dinas Pekerjaan Umum. 

Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 77
 

(I) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari: 

a	 Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahi : 
I.	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.	 Sub Bagian Pcrencanaan; 
3.	 Sub Bagian Keuaogan. 

e.	 Bidang Bina Marga, membawahi : 
I.	 Seksi Konstruksi; 
2.	 Seksi Pemelibaraan; 
3.	 Seksi Pembaogunan Jalao dan Jembatan. 

d.	 Bidang Cipta Karya, membawahi : 
I. Seksi Jasa Teknik dan Konstruksi; 
2.	 Seksi Perumahan dan Linglrungan Permukiman; 
3. Seksi Pembangunan Gedung. 

e.	 Bidang Pengairao, membawahi : 
I.	 Seksi Konstruksi; 
2. Seksi Pemelibaraao; 
3. Seksi Penge1olaao dan Pemanfaatan Sumber Daya Air. 

f.	 Bidang Tala Ruang, membawahi : 
I.	 Seksi Tala Ruaog Perkotaan dan Perdesaan; 
2. Seksi Tala Ruaog Kawasan; 
3. Seksi Pengawasan dan Pengendaiian. 

g.	 Unit Pelaksana Teknis. 

h.	 Kelompok Jabetan Fungsional, terdiri dari sejwnlah jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagsi kelompok sesuai dengan bidaog keahlian dan 
keterampilaonya 

(2) Sekretariar sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seoraog Sekretaris yang beeada dibawah dan bertaoggung jawah kepada Kepaia 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimaoadimaksud pada ayat (I) hurufc, d, e dan f. masing­
masing dipirnpin oleh seoraog Kepala Bidang yang beeada dibawah dan 
hertanggung jawab kepada Kepaia Dinas. 
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(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin 0100 seorang Kepala Sub Bagian yang berada dihawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 

(5)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pedaayat (I) huruf e, d, e dan f masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dihawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepa1a Bidang yang bersanglrutan. 

(6) Kelompok	 Jabatan Pungsional sebagaiman. dimaksud pada ayat (I) huruf h, 
dipimpin 0100 seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
benaaggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7)	 Bagan Strnktur Organisasi Dinas PekeIjaan Umum sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XIX, mernpakan hagian yang tidak terpisahkan dari Pcraruran 
Daerab ini. 

BAB VI 

LEMBAGA TEKNlS DAERAH 

Bagian Kesatu
 
Pembentukan
 

Pasal 78
 

(I)	 Dengan Peraturan Daerab ini dibentuk Lemhaga Teknis Daerah Kabuparen 
Lampung Selatan. 

(2)	 Lemhaga Teknis Daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (I) edalah; 

a lnspektorat; 

b.	 Badan Perencanaan Pemhangunan Daerab; 

e.	 Badan Lingkungan Hidup Daerab; 

d.	 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

e.	 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bereneana; 

f.	 Badan Kepegawaian Daerab; 

g.	 Badan Pendidikan dan Latiban; 

h.	 Badan Ketahanan Pangan; 

1.	 Badan Kesatuan Bangsa, Pohtik dan Perlindungan Masyarakat; 

i.	 Rumah Sakit Umum Daerab Kalianda; 

k.	 Satuan Polisi Pamong Praia; 

I.	 Kantor Perpustakaan, Amp dan Dokumentasi; 

m.	 Kantor Penelitian, Pengemhangan dan Statistik; 

n.	 Kantor Penanaman Modal. 
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BagianKedua 
IDspektorat 

Paragraf 1
 
Kedudukan
 

Pasal 79
 

Inspektorat adaIah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
Kabupateu yang dipimpin olob seoraog Inspektur, bertanggung jawab langsung 
kepada Bupati dan secara tekois administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris 
Daerah. 

Paragraf 2
 
TugasPokok
 

Pasal 80
 

Inspektorat mempunyai togas pokok melakukan peogawasan temadap pelaksanaan 
urusan pemerintahan di daerah Kahupaten, pelaksanaan pembinaan etas 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, 

Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 81
 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 80, 
Inspektorat menyelenggarakan fungsi : 

a. perencanaan program penga:wasan; 

b. perumusan kebjakan dan fasilitasi pengawason; 

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian togaspengawasan;dan 

d. pelayonan administratif. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 82 

(I) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari : 

a.Inspektur. 

b. Sekretariat, membawahi : 
I. SubBagian Perencanaan; 
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 
3. Sub Bagian Administnlsi dan Umum. 

c. Inspektur Pembantu Wil.yah I, membawahi : 
I. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 

d, Inspektur Pembantu WI1.yah II, membawahi : 
I. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakaien, 

e. Inspektur Pembantu Wil.yah III, membawahi : 
I. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 
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f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi : 
I. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2.	 Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintaban; 
3.	 Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurofb dipimpin oleh seorang 
Sekrelaris yang berada dibawah dan bertangguug jawab kepada Inspektur. 

(3)	 Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d, e 
dan f masing-masing dipiJnpin oleb seorang Inspektur PembannJ Wilayah yang 
berada dibawah dan bertangguug jawab kepada Inspektur. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing­
masing dipiJnpin oleb seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawab dan 
berfBngguug jawab kepada Sekretaris. 

(5)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayai (I) huruf C, d, e, dan f masing­
masing dipimpin oleb seorang KepaIa Seksi yang berada dibawab dan 
berfBngguugjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah yang bersangkutan, 

(6)	 Kelompok Jabatan FungsionaJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, 
dipimpin oleh seorang Pejabat FungsionaJ Seniocsebagai Ketua Kelompok dan 
bertangguug jawab kepada lnspektur. 

(7)	 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum daIam Lampinm 
XX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pesamran Daerah ini 

Bagian Ketiga 
Hadan Pereaca.n••n Pembangunan Daerah 

Paragraf 1
 
Kedudukan
 

Pasa] 83
 

Badan Perencanaan Pembangunao Daerah adaIab unsur perencana penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dipimpin oleb seorang Kepala Badan, berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melaIui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasa] 84 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dfbidang peneocanaan pembangunan 
daerah. 

Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasa] 85
 

Untuk me1aksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud daIam Pasal 84, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; 

b. pengoordinasian penyusunan peneocanaan pembangunan daerah; 
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c. pembiuaan dan pelaksanaan togas dibidang perencanaan pembangunan daerah; 

d.	 pelayanan adminstraIif; dan 

e.	 pelaksanaan togas lain yang diberikan olch Bupati sesnai dengan togas dan fungsi 
Badon Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 86
 

(I)	 Susunan Organisesl Badon Peren=aanPembangunan Daerah. terdiri dari : 

a. Kepela Badon. 
b. Sekretariat, membawahi : 

I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.	 Sub Bagian Perencanaan; 
3.	 Sub Bagian Keuangan. 

c. BidangEkonomi, membawahi : 
1. SubBidangPertanian, Perikanan, Pariwisata, Kebutanan dan Perkebunan; 
2.	 Sub Bidang Industri, Donia Usaha, Kenangan dan Pertambangan, 

d. Bidang Pemerintah, Sosial dan Budaya, membawahi : 
I.	 Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan; 
2.	 Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejabteraan Sosial. 

e. Bidang Sarona dan Prasarana Wilayab, membawahi : 
I.	 Sub Bidang TataRuang dan LingIrungan Hldup; 
2. SubBidangPrasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informarika, 

Permukiman dan Pengairan. 

f.	 Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi : 
I.	 Sub Bidang Pemantauan, Pengeudalian dan Analisis Data; 
2.	 Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 

g.	 Unit Pelaksana Telrnis. 

h.	 Kelompnk Jabalan Fungsional, terdiri dari sejumlab jabatan fungsional yang 
terbagi daJam berbagai kelompnk sesnai dengan bidang keablian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayal (I) huruf b, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang benuIa dibawab dan ber1anggungjawah kepada Kepela Badan. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud peda ayat (I) hurufc, d, e dan f, masing­
masing dipimpin olea seorang Kepela Bidang yang bereda dihawab dan 
bertanggung jawab kepada Kepela Badon. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagsimana dimaksud pada ayal (I) hurufb, masing­
masing dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian yang benuIa dibawab dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Badon. 

(5)	 Sub Bidang-Sub Bidang sebagsimana dimaksudpede ayal (I) huruf c, d, e, dan f 
rnasing-masing dipimpin oJch seorang Kepaia Sub Bidang yang benuIa dibawab 
dan bertanggung jawah kepada Kepela Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompnk Jabalan Fungsional sebagaimana dimaksud peda ayal (I) huruf h, 
dipimpin oleh seorang P~abat Fungsional Senior sebagsi Ketua Kelompnk dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badon. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerab 
sebagaimana ten:antnm dalam Lampiran XXI, meropakao bagiao yang tidak 
terpisahkan dari Peraturnn Daerab ini. 
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Bagian Keempat 
BadaD LiogIwDgao HidDpDaerah 

Paragraf 1
 
K.edudukan
 

Pasa! 87
 

Badan Lingkuugan Hidup Daerah adaIah unsur pendu1rung togas Kepala Daerah 
dibidang linglrungau hidup daerah yang dipimpiu oleh seorang Kepala Badan, 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2
 
TugasPokok
 

Pasal 88
 

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai togas pokok melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang lingkongau 
hidup daerah berdasarkan asas otooomi dan togas pembantuan, serta tugas lain 
sesuai dengau kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ben:lasarkan peratwan 
Penmdang-undangan yang berlaIru. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 89 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Badan 
Lingkuugan Hidup Daerah menyelenggarakan fimgsi : 

..	 perumusan kebijakan teknis dibidang lingkongau hidup daerah; 
h. pemberian	 dulrungau atas peoyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 

lingkongau hidup daerah; 

c.	 pernbinaan dan pelaksenaan tugas dibidang lingkongau hidup daerah; 

d. pelayanan admins1rntif; dan 

e.	 pelaksanaan togas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan togas dan 
fimgsi Badan Lingkongau Hidup Daerah. 

Paragraf 4
 
Susuoan Organisasi
 

Pasa! 90
 

(I) SUSUlUIIl Organisasi Badan LingkongauHidup Daerah, terdiri dari: 

..	 Kopala Badan, 

b. Sekretariat, membawahi : 
I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan, membawahi: 
1.	 Sub Bidang Pengendalian Pencemaran; 
2. Sub Bidang Bina Lingkongan. 

d. Bidang Konservasi Somber Daya Alam, membawahi; 
1.	 Sub Bidang Konservasi Somber Daya Alem; 
2.	 Sub Bidang Tala Lingkuugan. 



41 

e. Bidang Pengkajian Dampak Linglrungan, membawahi : 
I.	 Sub Bidang Analisis Mengenai DampakLingkuugsn (AMDAL); 
2.	 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas. 

f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahi : 
I.	 Sub Bidang Pengawasan Lingknngsn Hidup; 
2.	 Sub Bidang Penegakan Hukum. 

g. UnitPeJaksanaan Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah iabatan fungsiooaI yang 
terbagi daIam berbagai kelompok sesuai dengsn bidang keahlian dan 
keterampilannya 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufb, dipimpin oleb seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepaIa Badan 

(3) Bideng-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (I) buruf c, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badon. 

(4)	 Sub Bagian-Snb Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b. masing­
masing dipimpin oleb seorang KepaIa Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung iawah kepada Sekretaris Badan 

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) hnruf e. d, e. dan f 
masing-masing dipimpin oleb seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah 
dan bertangguag jawab kepada Kepola Bidang yang beIsangkulan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h, 
dipimpin oleb seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Badon Linglmngsn Hidup Daerah sebagaimana 
ten:antum daIam Lampinm XXTI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kelima
 
BadaB PembenbyaaD Muy.rakat Desa
 

Paragraf 1
 
Kedudukan
 
Pasal 91
 

Badan Pemberdayaan Masyarakal Desa adalah unsur pendukung togas Kepala 
Daerah dibidang pemberdayaan masyarakal desa yang dipimpin oleb seorang 
Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggnng jawah kepada Bupati melalui 
SekretarisDaerah. 

Paragraf 2
 
TugasPokok
 

Pasal 92
 

Baden Pemberdayaan Masyarakal Desa mempunyai togas pokok melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebiiakan yang bersifat spesifik dibidang 
pemberdayaan masyarakal desalKelurahan berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan, serta rugas lain sesuai dengsn kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan peratunm Pemndang-tmdangan yang berlaku. 
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Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 93
 

Untuk melaksanakan togas pokck sebagairnana dimaksud dalam Pasal 92~ Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan mesyarakar desalKelurahan; 
b. pemberian dukungan alas penyeienggaraan pemerintahan daereh dibidang 

pemberdayaan masyarakat desalKelurahan; 
e. pembinaan den pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat 

desa/Kelurahan; 
d. pelayanan adminstrntif; den 
e.	 pelaksanaan togas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan togas den 

ftmgsi BadanPemberdayaan Masyarakat Desa. 

Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 94
 

(I) Susunan Organi..si Baden Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari : 

a. Kepala Badaa. 

b. Sekretaria!, membawahi : 
I. Sub Bagian Umum den Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan; 

e. Bidang Ketahanan den Tala Masyarakat, membawahi : 
I. Sub Bidang Pengembangan, K....hanan Masyarnkat, Evaluasi den Lomba 

Desa; 
2. Sub Bidang Musrenbangdes den Keternmpilan Masyarakat; 

d. Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarnkat, membawahi : 
I. Sub Bidang Peningkalan Swadaya Masyarakat dan Prasarana Dasar 

Masyarakat; 
2. Sub Bidang Bina Penunaban dan Lingkungan; 

e. Bidang Pemberdayaan Ekooomi Masyarnkat, membawahi : 
I. Sub Bidang Bantuan Pembangunan den Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat. 
2. Sub Bidang Pemberdayaan Telrnologi Pedesaan. 

f. Bidang Pemerintaban DesalKelurahan; membawahi : 
I.	 Sub Bidang Bina Pendapatao den Ke1<ayaan Desa; 
2.	 Sub Bidang Bina Lembaga dan Perangkat DesalKelurahan. 

g.	 Unit Pelaksana Teknis. 

h.	 Kelompok Jalla,," Fungsional, terdiri dari sejumlah jahatan fungsional yang 
terbagi daIam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian den 
keterampilaonya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurofb, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang heradadihawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Baden. 

(3) Bidang-Bidang sehagairnana di m~ pada ayat (1) huruf C, d, e dan f masing­
masing dipimpin oleh seoreng Kepala Bidang yang berada dihawah dan 
hertanggung jawab kepada Kepala Badan 
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(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh seoraag Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawah kepada Sekretaris Badan. 

(5)	 Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d, e, dan f 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah 
dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsienal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejahat Fwgsional Senior sehagai Ketua Kelompok dan 
bertanggwgjawah kepada KepaIa Badan. 

(7)	 Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sehagaimana 
tereantum daIam Lampiran xxm, merupakan hagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Bagian Keenarn 

Badan Pemberdayaan Perempnan dan Kelnarp Berencana 

Paragraf I
 
Kedudukan
 

Pasal 95
 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung 
tugas Kepala Daerah dibidang pemberdayaan peermpuan dan keluarga berencena 
yang dipimpin oleh seorang Kepala BadaD, berada dibawah dan bertanggung jawah 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2
 
Tugas Pokok
 

Pasal 96
 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat speaifik 
dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan asas 
otononti dan tugas pembanluan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakae yang 
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlalru. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 97 

Untuk melaksanakae tugas pokok sebagaimana dimaksud daIam Pasal 96, Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : 

a. peromusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga 
berencaaa; 

b. pemberian dukungan alas penyelenggaman pemerintahan daernh dibidang 
pemberdayaan perempuan dan ke1uarga berencana; 

c. pembinaan dan pe1aksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan 
keluarga berencana; 

d. pelayanan adminstratif; dan 

e. pe1aksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugaa dan 
fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kcluarga Berencana. 
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Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasa! 98 

(I) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 
terdiri dari: 

a. Kepala BadJIIl. 

b. Selrretariat, membawahi : 
I.	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.	 Sub Bagian Perencanaan; 
3.	 Sub Bagian Keuangan. 

e. Bidang Data dan Informasi, membawahi : 
I.	 Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; 
2.	 Sub Bidang Data dan Evaluasi Program, 

d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, membawahi : 
I.	 Sub Bidang Operasional KBIKR; 
2.	 Sub Bidang Operasional KSlPK. 

e. Bidang Pengendalian Keluarga SejahleIa, membawahi : 
I.	 Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketabanao Keluarga; 
2.	 Sub Bidang AKIE dan Penggerakan Masyarakat. 

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi : 
I.	 Sub Bidang Pcrlindungan Perempuan dan Anak; 
2.	 Sub Bidang Pemberdayaaa, Partisipasi Aktif Perempuan dan Kesetaraan 

Gender. 

g.	 Unit Pelaksana Teknis. 

b.	 Kelompok Jahatan Fungsional, tcrdiri dari sejumlabjabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagoi kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufb, dipimpin oleb seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggengjawah kepada Kepaia Badan. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (I) huruf c, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleb seorang Kepaia Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawah kepada Kepaia Badan. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimaoa dimaksud pada ayat (I) buruf b, masing­
masing dipimpin oleb seorang Kepaia Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawah kepada Sekretaris Badan. 

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pacta ayat (I) burufc, d, e, dan f 
masing-masing dipimpin oleb seorang Kepaia Sub Bidang yang berada dibawah . 
dan bertanggengjawah kepada Kepaia Bidang yang bersaoglrutan. 

(6) Kelompok Jahatan Fungsional sebagaimana di.mal<sud pada ayat (I) huruf h, 
dipimpin oleb seorang Pejahat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(7) Bagan S1ruktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Bereocana sebagaimana teromtum dalam Lampirao XXIV, merupakan bagian 
yang tidak tcrpisabkan dari Pcraturan Dacrah ini. 
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Bagian Ketujuh 

Badan Kepegawaian Daerah 

Paragraf 1
 
Kedudukan
 

Pasal 99
 

Badan Kepegawaian Daerah ad.Jah unsur pendulrung tugas Kepala Daerah dibidang 
kepegawaian daerah yang dipimpin oleb seorang Kepala BadaD,berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati mela1ui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2
 
Tugas Pokok
 

Pasal 100
 

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang kepegawaian daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentuan, serta tugas lain sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan olch Bupati herdasarkan perannan Perundang-undangan 
yang berla1ru. 

Paragraf3
 
Fungsi
 

Pasal 101
 

Untuk melaksanakan togas pokok sehagaimana dima1<sud daIam Pasal 100, Badon 
Kepegawaian Daeraa menyelenggarakan fungsi : 

a.	 perumusan kebijakan teknia dibidang kepegawaian daerah; 

b.	 pemberian dulrungan alas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
kepegawaian daerah; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan togas dibidang kepegawaian daerah; 

d.	 pelayanan adminstratif; dan 

e.	 pelaksanaan togas lain yang diberikan oleb Bupati sesuai dengan togas dan 
fungsi Badan Kepegawaian Daerah. 

Paragraf 4
 
SusunanOrgenisasi
 

Pasal 102
 

(2)	 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari: 

a.	 Kepala Badan, 

b.	 Sekretariat, membawahi : 
I. Sub Bagian Vmum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c.	 Bidang Kepangkatan dan Penggajian, membawahi : 
I. Sub Bidang Fungsional Guru; 
2. Sub Bidang Strusrural, Fungsional Lain dan Non Struktum1 Umum, 
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d.	 Bidang Pengembangan, membawahi : 
1.	 Sub Bidang Mutasi; 
2.	 Sub Bidang Seleksi, Penelitlan, Pendidikan dan Pembinaan. 

e.	 Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai, membawahi : 
1. Sub Bidang Penyusunan Fonnasi dan Pengadaan Pegawai; 
2.	 Sub Bidang Kesejabternan dan Pemberhentian Pegawai. 

f.	 Bidang Dokumentasi dan Infonnasi Kepegawaian, membawahi : 
I. Sub Bidang Pengumpujan, Pengolahan dan Penyajian Data; 
2.	 Sub Bidang Penataan dan Pemelibaraan Dokumentasi. 

g.	 Unit Pelaksana Te\mis. 

h.	 Kelompok Jabatan Fungsianal, terdiri dari sejwnlab jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berhagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat(l) hurufb, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawab dan bertanggung jawab kepada Kopala Badan. 

(3)	 Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (I) huruf e, d, e dan f. 
masing-rnasing dipimpin oleh seorang Kepa\a Bidang yang berada dibawab dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bad.n 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleb seorang Kopala Sub Bagian yang berada dibawab dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan 

(5)	 Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d, e, dan 
f masing-rnasing dipimpin oleh seorang Kopala Sub Bidang yang berada 
dibawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6)	 Kelompok]abatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf II, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Kerua Kelompok dan 
bertanggung jawab kepada Kopala Badan. 

(7)	 BaganSlruktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum 
dalam LarnpiranXXV, merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

Bagian Kedelapan 
BudanPendidilran dan Latihan 

Paragraf I 
Kedlldukan 
Pasal 103 

Badan Pendidikan dan Latihan adalab unsur pendulrnng togas Kepala Daerah 
dibidang pendidikan dan latihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada 
dibawab dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragmf 2
 
Tugas Pokok
 

Pasal 104
 

Badan Pendidikan dan Latihan mempunyai togas pokok melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan kehijakan yang bersifat spesifik dibidang pendidikan dan 1alihan 
berdasarkan asas otonomi dan togas pembanluan, serta togas lain sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan o1eh Bupati berdasarkan pemturan Penmdang-undangan 
yang berlaIru. 
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Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 105
 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Baden 
Pendidikan dan Urtihan menyelenggarakan fungsi : 

a.	 perumusan kebijakan leknis dibidang pendidikan dan latiban; 

b.	 pemberian dukungan alas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
pendidikan dan latihan; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan togas dibidang pendidikan dan laIihan; 

d.	 pelayanan adminstratif; dan 

e.	 pelaksanaan togas lain yang diberikan oleh Bupali sesuai dengan tugas dan 
fungsi Badan Pendidikan dan Latiban 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 106 

(I)	 Susunao Organisasi Badan Pendidikan dan Latih.n. tenliri dari: 

a. Kepala Badan. 

b. Sekretariat, membawahi : 
I. Sob Hagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sob Bagian Perencanaan; 
3. Sob BagianKeuangan. 

c.Bidang Hubungan An1ar Lembaga, membawabi : 
I. Sub Bidang AnaJisa Kebutuhan Dildat dan Kerjasama; 
2. Sob Bidang Pembinaan Kediklatan. 

d. Bidang Penjenjangan, membawahi : 
I. Sob Bidang Penjenjangan Dasar; 
2. Sub Bidang Penjenjangan Umum. 

e. Bidang Tebnik dan Fungsional, membawahi : 
I. Sob Bidang Tebnik; 
2. Sob Bidang Fungsional. 

f. Bidang Kemasyamkatan, membawahi : 
I. Sub Bidang Diklat Kemasyarakatan; 
2. Sob Bidang Pengembangan dan Pemasaran. 

g. Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional, tenIiri dari sejumlab jabatan fungsionaJ yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
kelerampi1anoya. 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksnd pada ayat (I) humf b, dipimpjn oleh secraag 
Sekretaris yang berada dibawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimaoa di maksud pallaayat (I) huruf'c, d, e dan f, masing­
masing dipimpin oleb secrang Kepa1a Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada KepaJa Badan. 

(4)	 Sub Bagian-Sob Bagian sebsgaimaoa dimaksnd pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh secrang Kepala Sob Bagian yang berada dibawab dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. 
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(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc, d, e, dan f 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangJortan 

(6) Kelompok	 Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pede ayat (I) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawah kepada Kepala &dan. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Baden Pendidikan dan Latiban sebagaimana 
tereantwn daIam Lampiran XXVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dati Peraturan Daetah ini. 

BagianKesembilan 
Badan Ketahaoan Pangan 

Paragraf 1
 
Kedudukan
 
Pasal 107
 

Baden Ketahanan Pangan adalah unsur pendukung tugas Kepala IJaerah dibidang 
Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seoraag Kepala Badan, berada dibawah dan 
bertanggungjawah kepada Bupati melalui Sekretaris Deerah. 

Paragraf 2
 
TugasPokok
 

Pasal 108
 

Badan Ketahanan Pangan memponyai tugas pokok melaksanakan pen}'"S'IDao dan 
pelaksanaan kehijakan yang bersifat spesifik dibidang Ketahanan Pangan 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantwm, serta tugas lain sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan 
yang berlalru. 

Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 109
 

Untuk melaksanekan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Badan 
Ketahaaan Pangan menyelenggarakan fungsi : 

a perumusan kebijakan teknis dibidang ketahaoan pangan; 

b. pemberian dukungan ates penyelenggaraan pemerinrnhan daerah dibidang 
ketahanan pangan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahaaaa p"ogan: 

d. pelayanan adminstratif; dan 

e. pelaksanaan tugaa lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Badan Ketahanan Pangan. 
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Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 110
 

(I) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari: 

a. Kepala Badan. 

b. Sekretariat, mernbawahi : 
I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. SubBagian Perencanaan danEvaluasi; 
3. Sub Bagian Keuangan 

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawenan Pangan, membawahi : 
\. Sub Bidang Ketersedian dan Cadangan Pangan; 
2. Sub Bidang Kerawanan Pangan, 

d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, mernbawabi: 
I. Sub Bidang Distribusi Pangan dan Akses Pangan; 
2. Sub Bidang Harga dan Akses Paagan, 

e. Bidang Kcnsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi : 
I. Sub Bidang Konsumsi Pangan; 
2. Sub Bidang Peoganekaragaman Pangan. 

f. Bidang Mutu dan Keamanan Pangaa, membawahi : 
I. Sub Bidang Mutu Pangao dan OW; 
2. Sub Bidang Keamanan Pangao. 

g. Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah [abatan fungsiooal 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai deogan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (I) huruf e, d, e dan f 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yaog berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badon. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Badon 

(5)	 Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, d, e, dan 
f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6)	 Kelompok Jabatan Fungsiooal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h, 
dipimpin oleb seorang Pejabat Fungsiooal Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badon. 

(7)	 Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum 
dalam Larnpiran XXVIT, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
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Bagian Kesepluh 

Badan K..atuan Bangsa, Politik 
dan Perlindnngan Masyarakat 

Paragraf I
 
Kedudukan
 
Pasa! III
 

Baden Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur 
pendulrung tugas Kepala Daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan 
masyarakat yang dipimpin oleb seorang Kepala Baden, berada dibaWllh dan 
bertanggungjawah kepad.a Bupati melalui Sekretaris Daerab. 

Paragraf 2
 
Tugas Pokok
 

Pasa! 112
 

Baden Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas 
pokok melaksaoakan penyusunan dan pe1aksanaan kebijakan yang bersifat spesifik 
dibidang kesaluan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan asas 
otonomi dan tugas perobaotuan, serta tugas lain sesuai d.eogan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peratunm Penmdang-undangan yang berlaJru. 

Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasa! 113
 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud d.aIam Pasa! 112. Iladan 
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindnngan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa. pelitik dan perlindungan 
masyarakat; 

b. pernberian dokungan alas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 

c. pernbinaan dan pelaksannan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan 
perlindungan masyarakat; 

d. pelayanan adminstratif; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai d.eogan tugas dan 
fungsi &dan Kesatuan Bengse, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 

Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasa! 114
 

(I)	 Susunan Organisasi Iladan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat, terdiri d.nri: 

a. Kepala Badon. 

b. Sekretariat, mernbawahi : 
I. Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 
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c. Bidang Kesatuan Bangs>, membawahi : 
I. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; 
2. Sub Bidang Demokrasi dan Hek Asasi Manusia. 

d. Bidang Pengkajian Masalah Sosial Politik, membawahi: 
I. Sub Bidaog lpoleksosbud; 
2. Sub Bidaog Pemilu. 

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawabi : 
I. Sub Bidang Kebencanaan; 
2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia. 

f. UnitPelaksana Teknis. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsiona1 
yang terbagi daIam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertangguugjawah kepada Kepala Badan. 

(3) Bidang-Bidaog sebagaimaua di	 maksud pada ayat (I) huruf c, d dan e, masing­
masing dipimpin oleb seorang Kepa1a Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawah kepada Kepala Badan. 

(4) Sub Bagiau-Sub Bagiau sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing­
masing dipimpin oleh seoraug Kepala Sub Bagian yaug berada dibawah dan 
bertangguugjawah kepada Sekretaris Badan 

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d dan e 
masing-masing dipimpin oleh seoraug Kepala Sub Bidang yaug berada dibawah 
dan bertangguug jawah kepada Kepa1a Bidaog yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g, 
dipimpin oleh seorang Pejahat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawah kepada Kepa1a Badan. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Badan Kessman Bangs>, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat sebagaimaua tercantum daIam Lampirau xxvrn, merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturau Daerah ini. 

Bagian Kesebelas 
Ramah Sakit Umom Daerah Ka1iaoda 

Paragraf I
 
Kedudukan
 
Pasal liS
 

Rumah Saki. Umum Daerah Kaliauda adalab unsur pendukung tugas Kepala Daerah 
dibidang sarana kesehatan yang dipimpin oleh seoraug Direktur, berada dibawah 
dan bertanggang jawah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf2
 
TugasPokok
 

Pasal 116
 

Rurnah Sakit Vmum Daerah Kalianda mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan dan pelak..oaan kebijakan yaug bersifat spesifik dibidang sarana 
kesehatan berdasarlrnu asas otonomi dan tugas pembantuau, serta togas lain sesuai 
dengan li:ebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturau Perundang­
undangan yang berIaku. 
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Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 117 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal t 16, Rumah 
Sakit Umum Dacrah Kalianda menyelenggarakan fungsi : 

a.	 perumusan kebijakan teknis dibidang sarana kesehatan; 

b.	 pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
sarana kesehatan; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan togas dibidang sarana kesehatan: 

d.	 pelayanan adminstratif dan 

e.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda. 

Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 118
 

(1)	 Susunan Orgarrisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda, terdiri dari: 

a. Direktur. 

b. Bagian Tata Usaha, membawahi : 
I. Sub Bagian Umum dan Kcpegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c.	 Bidang Pelayanan Medis, membawahi : 
1. Scksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medis; 
2. Seksi Pengendalian Fasilitas Pelayanan Medis. 

d. Bidang Keperawatan, membawahi : 
1. Scksi Etika dan Mutu Keperawatan; 
2. Seksi Logistik Keperawatan. 

e.	 Bidang Penunjang Media, membawahi : 
1. Seksi Kualitas/Alat Penunjang; 
2. Seksi Pengembangan Sarana Pcnunjang. 

f.	 Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 
terbagi daLarn berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya, 

(2)	 Bagian Tala Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Direktur. 

(3)	 Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kopala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Direktur. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rnasing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. 

(5)	 Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d dan e, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bcrtanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 
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(6)	 Kelompok Jabatan Fuogsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawah kepada Kepala Badan. 

(7)	 Bagan SIruktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerab Kalianda sebagaimana 
tercantum daIam Lampiran XXIX, merupakan bagian yang tidak terpisabkan 
dari Peraturan Daerab ioi. 

Bagian Kedua Belas 
Satuan Polis! pamoog Praja 

Paragraf I
 
Kedudukan
 
Pasa! 119
 

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendulrung togas KepaIaDaerab dibidang 
polisi pamong praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berada dibawab dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerab. 

Paragraf 2
 
TugasPokok
 

Pasal 120
 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai togas pokok melaksanakan penYOSlman dan 
pelaksanaan kebijakan yang bersifar spesifik dibidang polisi pamong praja 
berdasarkan asas otonomi dan togas pembantuao, serta togas lain sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan 0100 Bupati berdasarkan peraluran Penmdang-undangan 
yangberlalru. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasa! 121 

Untuk me1aksanakan tugas pokok sebegaimana dimaksud daIam Pasa! 120, Satuan 
Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang satuan polisi pamong praja; 

b. pemberian dukungan atas penye1enggaraan pemerintaban daerab dibidang satuan 
polisi pamong prl\ja ; 

e. pembinaan danpelaksanaan togas dibidang satuan polisi pamong praja; 

d. pelayanan adntinstratif; dan 

e. pelaksanaan togas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan togas dan fungsi 
Satuan Polisi Pamong Praja. 
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Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 122
 

(I)	 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Pmja, terdiri dari: 

a.	 Kepala Satuan; 

b. Sub Bagian Tala Usaha; 

c.	 Seksi Pembinaan Operasional; 

d. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan; 

e.	 Seksi Pengembangan Kapasites; 

f.	 Kelompok Jabatan Fungsicnal, terdiri dari sejumlab jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai deogan bidaog keablian dao 
keterampilannya. 

(2)	 Sub Bagian Tala Usaba sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufb, dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaba yang berada dibawab dao 
bertaoggung jawah kepada Kopala Satuan. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d dao e, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dao 
bertanggung jawab kepada Kopala Satuan. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fuogsional sebagaimana duneksud pada ayat (I) huruf f, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fuogsional Senior sebagai Ketua Kelompok dao 
bertanggungjawab kepada Kepa1a Satuan. 

(5)	 Bagan Struklur Organisasi Satuan Polisi Pamong Pmja sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran xxx, merupaksn bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini, 

Bagian Ketiga Belas
 
KJmtor Pet'pDstak••n, Anip dan Dokumentasi
 

Paragraf I 
Kedudukan 
Pasal 123 

Kantor Perpustakaan, Arsip dao Dokumentasi ada1ab uosur peadukung togas Kepala 
Daerah dihidang perpustakaan, arsip dao dokumentasi yang dipimpin oleh seorang 
Kepa1a Kantor, berada dibawah dao bertanggung jawah kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Parngraf 2
 
TugasPokok
 

Pasa1 124
 

Kantor Perpustakaan, Arsip dao Dokumentasi mempunyai togas pokok 
melaksauakan penyusunan dao pela1<sanaan kebijakan yang bersifat spesifik 
dibidaog Perpustakaan, arsip dao dokumentasi berdasarkan asas otonomi dao togas 
pembamuan, serta togas lain sesuai dengan kehijakan yang ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan peratunm Peruodang-uodangan yang berlaku. 
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Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 125
 

Untuk melaksaaakan togas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 124, Kantor 
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi : 

a.	 peromusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan. amp dan dokumentasi; 

b.	 pemberian duirungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
perpustakaan, arsip dan dokumentasi; 

c. pembinaan dan pelak.....n togas dibidang perpustakaan. arsip dan 
dokumentasi; 

d. pelayanan adminstratif; dan 

e.	 pelak.....n togas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan togas dan 
fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 126 

(I)	 Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari: 

a.	 Kepala Kantor; 

b.	 Sub Bagian Tala Usaha; 

c.	 Seksi Perpustakaan; 

d.	 Seksi Kearsipan; 

e.	 Seksi Dokumentasi; 

f.	 Kelompok labatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya, 

(2)	 Sub Bagian Tala Usaba sehagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian Tala Usaba yang berada dihawah dan 
bertanggung jawah kepada Kepala Kantor. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d dan e, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dihawah dan 
bertanggungjawah kepada Kepala Kantor. 

(4)	 Kelompok Jabataa Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f, 
dipimpin oleh seorang Pejahat Fungsional Senior sehagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawah kepada Kepala Kantor. 

(5)	 Bagan S1IUktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI, merupakan hagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Bagian Keempat Belas 
Kantor Pmentian, PengembangJUl dan Statistik 

Paragraf I
 
Kedudukan
 
Pasal 127
 

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik adalah unsur pendu\rung tugas 
Kepala Daerab dibidang penelitian, pengembangan dan statistik yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Kantor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah 

Paragraf 2
 
TugasPokok
 

Pasal 128
 

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan dan pelak......n kebijakan yang bersifat spesifik 
dibidang penelitian, pengembangan dan statistik berdasarkan asas otooomi dan 
tugas pembantuan, serta togas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

Paragraf 3
 
Fungsi
 

Pasal 129
 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Kantor 
Penelitian, Pengembangan dan Statistik menyelenggarakan fungsi : 

a perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian, pengembangan dan sta!isti!<; 

b. pemberian dukungan alas penyelenggaraan pemerintahan 
penelitian, pengembangan dan statistik; 

daerah dibidang 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penelitian, pengembangan dan 
sta!istik; 

d. pelayanan adminstratif; dan 

e. pelaksaa..n togas lain yang diberikan oleb Bupati sesuai dengan togas dan 
fungsi Kantor penelitian, pengembangan dan statistik. 

Pamgraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 130 

(I)	 Susunan Organisasi Kantor penelitian, pengembangan dan Slatistik, terdiri dari: 

a Kepala Kantor; 

b. Sub Bagian Tala Usaha; 

c. Seksi Data Statistik; 

d. Scksi Penelitian Pengembangan Perekonomian, Pemerintahan dan Sosial 
Budaya; 

e. Seksi Penelitian Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah; 
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Bagian Pertama 
Hadan PetakspD. Penyuluhan Pertaniao,
 

Perikanan dan Kehntanan
 

Paragraf 1 
Kedudukan 
Pasa! 136 

Badon Pelaksena Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah unsur 
pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, 
perikanan dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada 
dibawah dan ber1anggungjawah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal 137 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan mempunyai tugas 
pokok melaksenekan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik 
dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan 
asas otonomi dan togas pembantuaa, serta togas loin sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pernturan Penmdang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 3 
Fongsi 

Pasal 138 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Badan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutaaan menyelenggarakan 
fungsi: 

a.	 perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, 
perikanan dan kehutanan; 

b. pembetian	 dukungan alas penyelenggaraan pemerintaban daetah dibidang 
pelaksan••n penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; 

c. pembinaan dan	 pelaksan••n togas dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, 
perikanan dan kehutanan; 

d. pelayanan administratif, dan 

e. pelaksanaan togas lain yang diberikan oleb Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi 
Badan Pelaksana Penyuluhan Pettanian, Perikanan dan Kehutanan 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 139 

(I)	 Susunan Otganisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan, letdiri dan: 

a. Kepala Badon. 

b. Sekretariat, membawahi : 
1.	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanan; 
3.	 Sub Bagian Keuangan 
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c. Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, membawahi: 
I. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluban; 
2. Sub Bidang Kelembagaan Petani. 

d. Bidang PenyelenggaraanPenyuluhan Pertanian, membawahi; 
1. Sub Bidang Metologi Penyuluhan; 
2. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. 

e. Bidang Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, membawahi : 
I. Sub Bidang Pengembangan Somber Daya Manusia Pertanien; 
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluban. 

f. Bidang Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Penyuluban, membawahi : 
1. Sub Bidang Kemitraan Usaba; 
2. Sub Bidang Penguatan Modal. 

g. UnitPelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsiooal, terdiri dari sejum1ah jabetan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompck sesuai dengan bidang keah1ian dan 
keterampilannya 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) buruf b, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang bereda dibawah dan bertanggungjawah kepada Kepa1a Badon; 

(3)	 Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (I) huruf c, d, e dan f, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawah kepada Kepala Badao; 

(4)	 Sub Bagiau-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufb, masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawah kepada Sekretaris Badan; 

(5)	 Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d, e, dan 
f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang yang bersangirutan; 

(6)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h, 
dipimpin oleh seonmg Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawah kepada Kepala Badan; 

(7)	 Bagan Sttuktur Orgaaisasi Badon Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampimn XXXIV, meru:pakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Deerab ini. 

BagianKedua 
Sekretariat Pelayanan Terpadu Salu Pintn 

Paragmf I 
Kedudukan 
Pasa! 140 

Sekretariat Pelayanau Terpedu Satu Pintn merupakan unsur pelayanau togas 
Pemerintah Daerah dibidang pelayanau perizinan yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Sekretariat, yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Bupati 
melalui Sekrelaris Daerah. 
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Paragraf 2
 
Tugas Pokok
 

Pasa! 141
 

Sekretarial Pelayanan Terpadu Satu Pintu rnempunyai tugas koordinasi 
penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu 
dengan prinsip kcordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamenan. 

Paragraf3 
Fungsi 

Pasal 142 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, 
Sekretariat Pelayanan Terpadu Sam Pinto menyelenggarakan fungsi : 

a penyusunan program dan kebijakan dibidang perizinan; 

b. penyelenggaraan perizinan; 

e. pelaksanaankoordinasiproses pelayanan perizinan; 

d. pelaksanean administrasi pelayanan perizinan; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan;dan 
f. pelaksenaan tugas lain yang diberi.kan oleh Bupati sesuei dengan tugas dan 

fungsi Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pinto. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasa! 143 

(I)	 Susunan Organisasi Sekretariat Pelayanan Terpadn Satu Pinto, terdiri dari : 

a	 Kepala Sekretariat; 

b.	 Sub Bagian Tata Usaba; 

c.	 Seksi Pelayanan; 

d.	 Seksi lnfonnasi dan Pengaduan; 

e.	 Seksi Data dan Pengembangan; 

f.	 Kelompok Jabatan Fungsiona1, terdiri dari sejwniab jabatan fungsional 
yang terl>agi dalam berbagai kelmnpok sesuai dengan bidang keablian dan 
ketnnnpilannya 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaba sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf b, dipimpin 
oleh seonmg Kepala Sub Bagian Tara Usaha, yang berada dihawah dan 
bertanggung jawah kepada Kepala Sekretariat; 

(3)	 Seksi-Seksi sehagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d dan e, masing­
mesing dipimpin oleh seonmg Kepala Seksi, yang berada dihawab dan 
bertanggungjawab kepada Kepela Sekrelariat; 

(4)	 Kelornpok 1abatan Fungsional sehagairnana dimaksnd pada ayat (I) huruf f. 
dipimpin oleh seonmg tenaga fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawah kepada Kepala Sekretariat; 

(5) Bagan	 Struktur Organisasi SekretariaI Pelayanan Terpadu Saru Pinto 
sebagaimana tercantum dalam lampean XXXV, merupakan hagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daereh ini. 
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BAB VII 

KECAMATAN 

BegianKesaru 
Pembeolukan 

Pasal 144 

(l)	 Dengan Peraturan Oaerah ini dibenruk Kecamatan se-Kabupaten Lampung 
Se1atan sebagai Bagian dari Perangkat Daerah ICabupalen Lampung Selatan; 

(2)	 Kecamatan sebagai Bagian dari Perangkat Daerah sebagaimana dimabld pada 
ayat (I) adalab : 

a. Kecamatan Natar; 

b. Kecamatan Tanjung Bintang; 

c. Kecamatm Kalianda; 

d. KecamatanSidomulyo; 

e. Kecamatan Katibung; 

f. KtXaIDatan Penengahen; 

g. Kecamatan Palas; 

h. Keeamatan JeriAgung; 

i, Keeamatan Ketapang; 

J. Keeamatan Sragi; 

k. KeeamAtan Raja Basa; 

I. Kecamatan Candi Puro; 

m. Kecamatan Merbau Mataram; 

n. Kecamatan Bakauheni; 

o. Kf'PIm atan Tanjung Sari; 

p. Kecamatan Way SuIan; 

q. Kecamatan Way Panji. 

BagianKedua 
Kedadubn. 

Pasal 145 

(I)	 Kecamatan merupakan wilayah kerja carnal sebagai penmgkat daerah 
kabupaten; 

(2)	 Keeamatan dipimpin oleh Camat; 

(3) Carnal	 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
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Bagian Ketiga
 
TugasPokok
 

Pasal 146
 

(1) Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang 
dllimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daeeab; 

(2) Carnal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) juga menyelenggarnkan tugas 
umum pemerintahan meliputi: 

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan mesyerakat; 

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan 
umum; 

ketenteraman dan ketertiban 

c. mengoordinasikan 
undangan; 

penerapan dan pem:gakan peraturan Penmdang­

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fusilitas pelayanan umum; 

e. mengoordinasikan 
Kecamatan; 

penyelenggaraan kegiatan pemerintaban ditingkat 

f. membina penyelenggaraan pemerintaban desa danlatau Kelurahan; dan 

g. melak..anakan pelayanan masyarakat yang menjadi roang lingkup tugasnya 
danlatau yang belmn dapal dilaksanakan pemerintaban desa alau 
Kelurahan. 

(3) Pclimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 
Fungsi 

Pasa! 147 

Untuk menyelenggarnkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 146, Cantat 
mempunyai fimgsi : 

a.	 pengoordinasian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah dan instansi luinnya dalam wilayah Kecamatan; 

b.	 pelsksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintaban, pembangunan 
dan pembinaan kebidupan kemasyarakatan dari Bupati; 

c.	 penyelenggaraaa tugas pemerintahan mnmn dan pembinaan keagrariaan 
pertanaban serta pembinaan pnlitik dalam negeri; 

d.	 pembinaan pemerintaban desalkelurahan; 

e.	 pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah Kecamatan; 

f.	 pembinaan pemhangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi 
dan distribusi:, 

g.	 pembinaan sosia! dan kesejahteraan rakyat; 

h.	 pembinaan pendidikan dan kesehatan; 

I.	 pelayanan penyelenggaraan pemerintaban kecamatan; 

J.	 pembinaan peningkatan Pendapatan AsIi Daerah di wilayah kerjanya; dan 

k.	 pelaksan..n tugas 1ainnya yang diberikan oleh pimpinan. 
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Paragraf 4
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 148 

(I) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari : 

a Camat; 

b. Sekretariat, membawahi : 
I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanan; 
3. SubBagian Keuangan 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Ketentenunan dan Ketertiban Umurn; 

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 

f. Seksi Sosial, Kesejahteraan Masyarnkat, KetenagakeIjaan dan Infonnasi 
Komunikasi; 

g. Seksi Pertannhan dan Tata Ruang; 

h. Kelompok Jabaran Fungsional. 

(2)	 Sekretariat sehagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleb seoraog 
Sekretaris yang berada dihawah dan bertanggung jawab kepada Carnat; 

(3)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) hurofb, masing­
masiog dipimpin oleh seoraog Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan; 

(5)	 Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurnf c, d, e, dan f masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawah kepada Camat; 

(6)	 Kelompok Jahatan Fuogsional sehagaimana dirnaksud pada ayat (I) hurnf h, 
dipimpin oleh seoraog Pejabat Fungsional Senior sebagai Kelua Kelompok dan 
bertanggung jawah kepada Camat; 

(7)	 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagairnana tereantum dalam Lampimn 
XXXVI, mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAD VITI 

KELURAHAN 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal 149 

(I)	 Deogan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan se-Kahupateo Lampuog 
Seiatan sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

(2)	 Kelurahan sebagai Bagiaa dari Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud pada 
ayat (I) adalah: 

a.	 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda; 

b.	 Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda; 

c.	 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda. 
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(3)	 Keluralum merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerab 
Kahupaten dibawah Kecamaten; 

(4)	 Kelurahan dipimpin oleh Lurah; 

(5)	 Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawah kepada Bupati melalui 
Carnal. 

Bagian Ketiga 
TugasPokok 

Pasal 150 

(I)	 Menyelenggarakan urusan pemerintah.n, pembangunan dan kemasyarakaran; 

(2)	 Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I). Lurah melaksanakan urusan 
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; 

(3)	 Menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
disesuaikan dengan kehutuban Keluralum dengan mempeffiatikan prinsip 
efisiensi dan akuntabilitas; 

(4)	 Menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disertai dengan sarana, prasarana, pemhiayaandan persoeil; 

(5)	 Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Bagian keempat 
Fungsi 

Pasa! 151 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ISO, Lurah 
mempunyai fungsi : 

a.	 pelaksan..n kegianm pemerintahan Kelurahan; 

b.	 pemherdayaan masyarakat; 

c.	 pelayanan masyarakat; 

d.	 penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

e.	 pemeliharaan prasarana dan fasilitas urnum; 

f.	 pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan 

g.	 pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 



66 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasa! 152 

(1)	 Susunan organisasi Kelurahaa terdiri dari : 

a.	 Lurah; 

b.	 Sekretaris Kelurahan; 

c.	 Seksi Pemerinlahan; 

d.	 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

e.	 Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 

f.	 Seksi Kesejahteraan Masyarakat; 

g.	 Kelompok Jabatan Fungsioaal, terdiri dari sejumlJlh jabatan fimgsionaJ yang 
terbagi daIam berbagsikelompol< sesuai dengan bidang keabliandan 
ketnnnpilannya. 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud peda ayat (1) huruf b. dipimpin oleh seoraag 
Sekretaris yangberada dibawah dan bertanggungjawah kepada Lurah. 

(3)	 Seksi-seksi sebagsimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, d, e, dan f masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Lmab. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagsimana dimaksud pada ayat (I) huruf g, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fuogsional Senior sehagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawab kepada Lmab. 

(5) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
XXXVII, merupakan hagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB IX 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasa! 153 

(I)	 Susuoan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang belurn terdapat jabatan 
fimgsional, terdiri dari : 
a.	 Kepala; 
b.	 Sub Bagian Tata Usaha; dan 
e.	 Seksi, sebanyak-banyaknya 2 (dua). 

(2)	 Susunao Organisasi Unit Pelak...a Teknis yang sudah terdapat jabatan 
fimgsiooal, terditi dari : 
a.	 Kepala; 
b.	 Sub BagianTala Usaha; dan 
e.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3)	 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelak.... Teknis ditctapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

(4) Agar Dinas dan Lembaga Teknis yang berbentuk Badan dapat benlaya guna 
dan berhasil guna dalam melaksenekan tugas operasional, Bupati berdasarkan 
peranmm Perundang-undangan yang berlaku dapat : 
a.	 Membentuk UnitPelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan; 
b.	 Menghapus Unit Pelak.... Teknis, bila tidak diperlukan; dan 
e.	 Menggabungkan Unit Pelaksana Teknis, unmk memperoleh cfisiecsl. 
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(5)	 Pada Dines Daerahdapat dibentuk satuan togas yang bersifat non struktura1 dan 
yang bertugas melalrukan togas teknis operasional, pemeliharaan dan 
pemanfaatan aset daerah, pelayanan kepada masyarakat demi meningkatkan 
daya guns dan basil guna. 

BAH X 

KEWMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 154 

(I)	 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai togas sesuai dengan keahlian 

(2)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dipimpin 
oleh seorang tenaga fungsional Senior selaku ketua kelompok, yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Penmgkat Daerah. 

Pasal155 

(I)	 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari seiumleh tenaga dalam [abatan 
fungsional yang leIbagi dalam herbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keah1ian dan keterampilannya; 

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fimgsional Senior yang ditunjuk 
oleh Gubemurdan bettanggungjawah Kepada Kepala Perangkat Daernh; 

(3)	 Jumlah jabatan Fungsional dimaksud pads ayat (2) dibentuk berdasarkan 
kelmtuhan dan beban keIja; 

(4)	 Jenis dan jenjang jabatan Fungsional tersebut diatur sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku. 

BAB Xl 

ESELON PERANGKAT DAERAB 

Pasal 156 

(I)	 Sekretaris Daerah merupakanjabatsn struktura1 eselon TIa; 

(2)	 Staf AhIi Bupati, Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dines, Inspektur dan 
Kepala Badan, merupakan jabatan struktura1 eselon Db; 

(3) Direktur, Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pads dines, BadaD, 
dan Inspektorat, serta Inspektur Pembantu merupakan jabatm struktura1 eselon 
illa; 

(4) Kepala Bidang pads Dinas dan BadaD, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pads 
Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda, serta Sekretaris Cemer merupakan 
jabatan struktura1 eselon IDb; 

(5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit 
Pe1aksana Teknis Dines dan Badan merupakan jabatm Slruktural eselon IVa; 

(6)	 Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pads Kelurahan, Kepala Sub Bagian pads 
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tats Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub 
Bagian pads Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon !Vb; 

(7)	 Kepala 'Tata Usaha SekoIah Lanjutan Tingakat Pertama dan Kopala Tats Usaha 
Menengah merupakan jabatan st::ruktural eselon Va 
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BAB XII 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
 
DALAM JABATAN
 

Pasal 157 

(I)	 Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikanoleh Gubemnr alas usulan Bupati 
dati Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan 
Penmdang-undangan yang berlaku; 

(2)	 Sekretaris Dewan diangkat dan diberl1entikan oleh Bupati alas persetujuan 
DPRD Kabupaten dati Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai 
Peraturan Penmdang-undangan yang berlaku; 

(3)	 Semua jabatan stJUktural eselon IIa, Illa dan lIIb diangkat dan diberbentikan 
oleh Bupati dati Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai 
Peraturan Penmdang-undangan yang berlaku; 

(4)	 Semua jabatan stJUktural eselon N a dan IVb dapat diangkat dan diberbentikan 
oleh Sekretaris Daerah berdasarl<an pelimpaban kewenangan Bupati, dati 
Pegawai Negeri Sipil yang lelab memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang­
undangan yang ber1aku; 

(5)	 Pengangkatan dan pemberhentian daIam jabatan stJUktural dilakukan sesuai 
peraturan Perundang-nndangan yang berIakn. 

BAB XIII 

TATAKERJA 

PasaJ 158 

(I)	 Dalam me1aksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi pada masing­
masing Perangkat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan 
togas masing-masing; 

(2)	 Setiap pimpinan satuan organisasi pada masing-masing Perangkal Daerah 
bertanggung jawah memimpin dan mengoordinir bawabannya serta 
memberikan bimbingan dan atau petunjnk daIam pelaksanaan tugas kedinasan. 

(3)	 Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Penmg1ea1 Daerah 
bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laponm secara berkala 
terbadap pelaksanaan tugas masing-masing, 

(4)	 Setiap pimpinan satuan Organisasi dilinglamgan Penmgkal Daerah Kabupaten 
wajib me1aksanakan pengawasan melekat (WASKA1). 

Pasal 159 

(I)	 Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berbalangan, Sekretaris Daerah 
melaksanakan tug....tugas Bupati sesuai peraturan Penmdang-undangan yang 
ber1aku; 

(2) Apabila Kepala Perangkal Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas 
Kepala Perangkat Daereh dilaksanakan oleh peiabat yang ditnnjnk o1eb Bupati. 
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Pasal 160 

Atas dasar pertimbangan daya gum dan basil guna, masing-masing peiaber dapat 
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat sctingkat di bawahnya seSUBJ 

dengan peraturan Penmdang-undangan yang berlaku. 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 161 

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang telah menduduki jabatan struktural 
eselon lIla sebelurn Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak 
kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan strnktural eselon lIla. 

Pasal 162 

Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapl<an daIam Peranmm Daerah ini, dapat 
ditinjau kembali dan dilakul<an eva/nasi selambal-Jambalnya 2 (dua) tahun ~ak 

diundangkan. 

BAB Y:V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 163 

Denganberlakunya Peraturan Daerahini, maka : 

I.	 Peraturan Daerah Kahupaten Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 20ll! tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se-
Kahupaten Lampung Selalan. 

2.	 Peraturan Daerah Kahupaten Lampung Setaren Nomor 01 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kahnpaten Lampung Selatan NomOI 05 
Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kahupaten Lampung 
Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tala Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 

3.	 Peraruran Daerah iCabupateo Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentaag 
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kahupaten Lampung Selatan Nomor 03 
Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kahupaten Lampung 
Selatan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tala Kesja Sekretariat 
Daerah Kahupaten Lampung Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerahkabupaten Lampung Se1atan. 

4.	 Peraturan Daerah Kahupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tala Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kahupaten 
Lampung Se1atan. 

5.	 Peraturan Daerah Kahupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 
Tahnn 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah iCabupaten Lampung 
Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tala Kerja Dinas 
Daerah Kahupaten Lampung Selatan. 
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Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku !agi. 

Pasal 164 

Rincian tugas masing-masing Pernngkat Daerah diatur dan ditetapkan dengan 
Peraluran Bupati. 

Pasal 165 

Peraturnn Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Oitetapkan di Kalianda 
pada tanggal 26 - 9 - 2008 

WENDY MELFA 
Diundangkan di Ka1ianda 
pada tanggal 26 _ 9 _ 2008 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

RUSDI MALIKI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN2008NOMOR 06 

Research
Rectangle

Research
Rectangle

Research
Rectangle



71
 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

NOMOR06TAIIUN Z008 

TENTANG 

PEMBENTIJKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

I.	 UM{]M 

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang NOlDOr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KahupatenlKota 
dan Peraturao Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkar Daerah, 
membawa perobahan yang culrup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perobahan dari sisi 
kelembagaan, ketataJaksaoaao dan kepegawaian. 

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturao perondang-undangan sebagaimana tersebut 
di alas dan agar penyelenggaraan pemerintah, pembangunao dan pelayaoan kepada masyarakat 
di daerah dapat Icbih berdaya guns dan berhasil guna, maka : 

I.	 Peraturao Daerah Kahupaten Lampung Selatan Nomor 43 Tabun 2000 tentang 
Organisasi dan Tala Ketja Pemerintah Kecemaian dan Pernerintah Kelurahao 80­
Kahupaten Lampung Selatan. 

2.	 Peraturao Daerah Kahupaten Lampung Selatan NOlDOr 01 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Kedua Peraturao Daerah Kahnpaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 
2002 tentang Perubahan Pertama Peraturao Daerah Kahupaten Lampung Selatan 
Nomor 03 Tabun 2001 tentang Organisasi dan Tata Ketja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Peraturao Daerah Kahupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Kedua Peraturao Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 
2002 tentang Perubahan Pertama Peraturao Daerah Kahupaten Lampung Selatan 
NOlDOr 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tala Kerja Sekrelariat Daerah 
Kahupaten Lampung Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

4.	 Peraturao Daerah Kahupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tala KeJja Kantor Pelayaoan Terpadu Satu Pintu Kahupaten Lampung 
Selatan. 

5.	 Peraturao Daerah Kahupaten Lampung Selatan NOlDOr 05 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Kedua Peraturao Daerah Kahupaten Lampung Selatan NOlDOr 04 Tahun 
2002 tentang Perubahan Pertama Peraturao Daerah Kahupaten Lampung Selatan 
Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan T"'" Kerja Dinas Daerah Kahupaten 
Lampung Selatan, 

Perlu ditinjau dan menelapkau kembali Pembentukan, Organisasi dan Tala Kerja Perangkat 
Daerah Kahupaten Lampung Selatan yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan 
yang ditetapkau daIam peraturao perundang-undangan tersebut di atas, Adapun Perangkar 
Daerah dimaksud terdiri dari Sekretarial Daerab, Sekretariat DPRD, StafAhli Bupati, Lembaga 
Teknis Daerah (lnspektorat, Badan, Rnmah Sakit Umum Daerah Kalianda, Satuan dan Kantor), 
Lembaga Lain sebagai bagian dari PeI1lIJ8kal Daerah (Badao Pe1aksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan, Sekrelariat Pelayanan Terpadu Satu Piruu), Kecamatan dan 
Kelurahan. 
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II. PASALDEMIPASAL
 

Pasall 

Cukup jelas. 

Pasal2 
Cukup jelas. 

Pasal3 
Yang dimaksud dengan "di bawah" adalah menunjukan kedudukan dan posisi 
seseorang sebagai Sekretaris Daerah. 

Pasal4 
Kala "membantu Bupali" termasuk juga membanlu WakiJ Bupali. 

Pasal5 

Coop jelas. 

Pasal6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal g 

Coop jelas. 

Pasal9 

Coop jelas. 

PasallO 

Cukup jelas. 

Pasalll 

Cukup jelas. 

Pasall2 

Cukup jelas. 

Pasal13 

CuJrup jelas. 

Pasall4 

Pertanggungjawaban Kepa1a Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kepada 
Bupali harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar ten:ipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

Pasal 15 

Coop jelas. 

Pasall6 

Coop jelas. 

Pasall7 

Coop jelas. 
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Pasall8 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas 
Sekretaris Daemh dimaksudkan agar 
optimal. 

Pasall9 

Culrup jelas, 

Pasal20 

Cukop jelas. 

Pasal2l 

Cukop jelas. 

Pasal22 

Kesebatan kepada Bupali bares melalui 
tercipta kinerja Perangkat Daerah secara 

Pertanggungjawaban Kepela Dims Kependudukao dan Catalan Sipil kepada Bupati 
barus melalui Sekretaris Daemh dima!<sudkan agar tercipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

Pasal23 

Cukup jelas. 

Pasal24 

Cukup jelas. 

Pasal25 

Pasal26 

Cukup jelas. 

Pasal27 

PertBngguogjawaban Kepala Dinas Sosial, Tenaga Ketja dan Transmigrasi kepada 
Bupali harus melalui Sekretaris Daetah dimaksudkan agar tercipta kinelja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

Cukup jelas, 

Pasal28 

Culrup jelas, 

Pasal29 

Cukop jelas. 

Pasal30 

Pasal3l 

PertBngguogjawaban Kepala Dims Pethubungan, Komunilcasi dan Informatika 
kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja 
Perangkat Daetah secaraoptimal. 

Pasal32 

Cukop jelas. 

Cukop jelas, 

Pasal33 

Cukup jelas. 
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Pasal34 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan danUsaha 
Kecil Menengah kepada Bupati barns melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar 
tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal. 

Pasal35 

Cukup jelas. 

Pasal36 

Cukup jelas. 

Pasal37 

Cukup jelas. 

Pasal38 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan, Pemnda dan Olah Raga kepada 
Bupati barns melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tereipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

Pasal39 

Cukup jelas. 

Pasal40 

Cukup jelas. 

Pasal4l 

Cukup jelas. 

Pasal42 

Perlanggungjawaban Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada Bupati barns 
melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah 
secara optimal. 

Pasal43 

Cukupjelas. 

Pasa144 

Cukupjelas. 

Pasal45 

Cukup jelas. 

Pasal46 

Pertanggungjawaban ICepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
kepada Bupati barns melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja 
Perangkat Daerah secera optimal. 

Pasal47 

Cukup jelas, 

Pasal48 

Cukup jelas. 

Pasal49 

Cukup jelas. 
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Pasal50 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pe1emabn kepada Bupati barns melalui 
Sekretaris Daerah dlmaksudkaa agar tereipta kinerja Perangkat Daerah secara 
optimal. 

Pasal51 

Cukup jelas. 

Pasal52 

Cukup jelas. 

Pasal53 

Cukup jelas. 

Pasal54 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelaotan dao Perikanan kepada Bupari hams 
melalui Se1<retaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah 
secara optimal. 

Pasal55 

Cukup jelas. 

Pasal56 

Cukup jelas. 

Pasal57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kehutanan kepada Bopati barns melalui 
Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tereipta kineJja Perangkat Daerah secara 
optimal. 

Pasal59 

Cukup jelas. 

Pasal60 

Cukup jelas. 

Pasal61 

Cukup jelas. 

Pasal62 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Perkebuoao kepeda Bupari hams melalui 
Sekretaris Daerah dimBksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara 
optimal. 

Pasal63 

Cukup jelas, 

Pasal64 

Cukup jelas. 

Pasal64 

Cukup jelas. 

Pasal65 

Cukup jelas. 
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PasaI66 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan kepada Bupati horus 
melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinetja Peraagkat DaeI1lh 
secara optimal. 

PasaI67 

Cukup jelas. 

PasaI68 

Cukup jelas, 

Pasal69 

Cukup jelas. 

PasaI70 

Pertanggungjawaban Kopala Dinas Pariwisata dan Kobudayaan kepada Bupati horus 
melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinetja Perangkat Daerah 
secara optimal. 

PasaI7l 

Cukup jelas. 

PasaI72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah kepada Bupati horus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar terclpta 
kinerja Perangkat Daerah secara optimal. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

PasaI77 

Cukup jelas. 

PasaI78 

Pertanggungjawaban KepaIa Dinas Pekerjaan Umurn kepada Bupati horus melalui 
Sekretaris Daersh dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara 
optimal. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

PasaI8l 

Cukup jelas. 

PasaI82 

Cukup jelas. 



77 

Pasal83 

Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daernh kepada 
Bupati hams melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Pernngkat 
Daerah secara optimal. 

Pasal 84 

Colrup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal86 

Cukop jelas. 

Pasal87 

Pertanggungjawaban Kopala Badan Linglrungan Hidup Daerah kepada Bupati hams 
melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkar Daerah 
secara optimal. 

Pasal 88 

Cukop jelas. 

Pasal89 

Cukup jelas. 

Pasal90 

Cukup jelas. 

Pasal91 

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pembenlayaan Masyarakat Desa kepada Bupati 
hams melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkar 
Daerah secara optimal. 

Pasal92 

Colrup jelas. 

Pasal93 

Colrup jelas, 

Pasal94 

Colrup jelas. 

Pasal95 

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pembenlayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana kepada Bupati hams melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar 
tercipta kinerja Perengkar Daernh secara optimal. 

Pasal96 

Colrup jelas. 

Pasal97 

Cukup jelas. 

Pasal98 

Cukup jelas. 
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Pasal99 

Pertanggungjawaban Kepela Badan Kepegawaian DaenIh kepada Bupafi barus 
melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Pernngkat Daerah 
secara optimal. 

PasallOO 

Cukup jelas. 

Pasal101 

Cukupjelas. 

Pasal102 

Cukup jelas, 

Pasal103 

Pertanggungjawaban Kepala Balian Pendidikan dan Latihan kepada Bupati barus 
melalui Sekretaris Daerah dirnaksudkan agar ten:ipta kinerja Perangkat Daerah 
secara optimal. 

Pasall04 

Cukup jelas, 

Pasal105 

Cukup jelas. 

Pasall06 

Cukup jelas. 

Pasal 107 

Pertanggungjawaban Kepala Bedan Ketahanan Pangan kepada Bupafi barus melalui 
Sekretaria Daerah dimaksudkan agar tereipta ltinerja Perangkat Daerah secara 
optimal. 

Pasal108 

Cukupjelas. 

Pasall09 

Cukupjelas. 

PasalllO 

Cukupjelas, 

Pasal 111 

Pertanggungjawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlinduagan 
Masyarakat kepada Bupati barus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar 
tercipta ltinerja Perangkat Daerah secara optimal. 

Pasal 112 

Cukupjelas. 

Pasal1l3 

Cukup jelas. 

Pasal1l4 

Cukup jelas. 
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Pasal 115 

Pertanggungjawaban Direktur Rumah Sakit Umwn Daerah Kalianda kepada Bupati 
harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

PasaI116 

Cukup jelas. 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

PasaI118 

Cukup jelas. 

PasaI119 

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati harus 
melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah 
secaraoptimal. 

PasaI120 

Cukup jelas. 

PasaII21 

Cukup jelas. 

PasaII22 

Cukup jelas. 

Pasal 123 

Pertanggungjawaban Kepaia Kantor Pecpustakaan. Alsip dan Dokumentasi kepada 
Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

PasaII23 

Cukup jelas. 

PasaII25 

Cukup jelas. 

PasaIl26 

Cukup jelas. 
• 

PasaII27 

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik kepada 
Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

PasaII28 

Cukup jelas. 

PasaII29 

Cukup jelas. 

Pasal130 

Cukup jelas. 
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Pasal131 

Pertanggungjawaban Kepaia Kantor Penanaman Modal kepada Bupali hams 
melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tereipta 1<inerja Perangl:at Daerah 
secaraoptimal. 

Pasal 132 

Cukup jelas. 

Pasal 133 

Cukup jeias. 

Pasal134 

Cukup jelas, 

Pasal135 

Cukup jelas. 

Pasal136 

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pelaksana Penyulnhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan kepada Bupati hanJs melalui Sekretaris Daereh dimaksudkan agar 
tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal. 

Pasai137 

Cukup jelas. 

Pasai138 

Cukup jelas. 

Pasal139 

Cukup jelas. 

Pasall40 

Pertanggungjawaban Kepaia Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada 
Bupati hanJs melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangl:at 
Daerah secara optimal. 

Pasail41 

Cukup jelas. 

Pasail42 

Cukup jelas. 

Pasail43 

Cukup jeles. 

Pasal J44 

Cukup jelas. 

Pasail45 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pertanggungjawahan Carnal kepada Bupati hanJs melalui Sekretaris Daerah 
dimaksndkan agar tereipta 1<inerja Perangkat Daerah secara optimal. 
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Pasall46 

Pasall47 

Pasall48 

Pasall49 

Pasal 150 

Pasal151 

Pasall52 

Pasall53 

Culrup jelas. 

Cukup jelas, 

Cukup jelas. 

Ayat (I) 

Cukup jelas, 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas, 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Pert1mgguDgjawaban Lurah kepada Bupati hams melalui Carnal 
dimal<sudl<an agar ten:ipta lrinerja Perangkat Daerah secara optimaL 

Cukup jelas, 

Cukup jelas. 

Cukup jelas, 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pembeotukan Unit Pelaksanaan Teknis (UP1) peda Dinas atau Badan 
disesuaikan dengan urusan, karakteristik, potensi, kebutuhan deerab, 
kemampuan keuangan daerah dan ketersedian sumberdaya aparatur. 

Ay.t(4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Satuan tugas merupakan satuan unit kerja yang bersifat cperasional yang 
berl<edudukan langsung eli bawah Kepala Dinas. Jabatan pada satuan tugas 
merupakan jabatan stuktural yang bersifar non-eselon, 

Pasal 154 

Cukup jelas. 
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Pasall55 

Culrup jelas. 

Pasa1156 

Culrup jelas. 

Pasall57 

Culrup jelas, 

Pasa1158 

Culrup jelas. 

Pasa1 159 

Culrup jelas, 

Pasa1 160 

Culrup jelas. 

Pasa1 161 

Culrup jelas 

Pasal162 

Evaluasi tcrhadap jumlah, bentuk dan struktur organisasi Dims caper dilaksanakan 
selambat-lambatrrya 2 (dual tahun, karena dalam lrurun waktu 2 (dual tahun sudah 
tergambar kinerja peleksanaan tugas Dims, sehingga terdapat kekunmgan dan ke­
lemahan serta perkernbangan situasi dan kondisi dapat diadakan perbaikan, 

Pasa1163
 
Culrup jelas.
 

Pasa1I64
 
Culrup jelas.
 

Pasa1165
 
Culrup jelas.
 

TAMBABAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 06 TAHUN 2008 
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Pasall56 

Cukup jelas. 

Pasall57 

Cukup jelas. 

Pasall58 

Cukup jelas. 

Pasal 159 

Cukup jelas. 

Pasall60 

Cukup jelas. 

Pasall61 

Cukupjelas 

Pasall62 

Evaluasi terbadap jumlah, bentuk dan struJctur organisasi Dinas dapa1 diiaksanakan 
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, karena daiam Irurun waktu 2 (dua) Iahun sudah 
tergambar kinelja pelaksanaan togas Dinas, sehingga terdapat kekurangan dan 
kelemehan serta perkembangan situasi dan kondisi dapat diadakan perbaikan. 

Pasal 163
 
Cukup jelas.
 

Pasal 164
 
Cukup jelas.
 

Pasal165
 
Cukup jelas.
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
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LAMPIRAN D: PERATIJRANDAERAH KABUPATEN LAMPUNGSEl.ATANBAGAN STRUKTIJR ORGANISASI NOMOR ; 06 TAHUN2008
SEKRETARIATDPRD 

TANGGAL: 26 September 2008
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

SEKRETARIS DEWAN
 

KEWMPOK 
lABATAN FUNGSIONAL 

I I 

BAGIAN BAGIAN 

UMUM PERSIDANGAN 

I 

SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

SUBBAGIAN 
PERLENGKAPAN 

DANRUMAH 
TANGGA 

SUBBAGIAN 
KEPEGAWAlAN 

SUBBAGIAN
 
PERSIDANGAN
 

SUBBAGIAN
 
RISALAH
 

SUBBAGIAN
 
HUMASDAN
 
PRaroKOL
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BAGIAN
 

PERUNDANG­
UNDANGAN
 

SUBBAGIAN
 
PENELAMIAN
 

HUKUM 

SUBBAGIAN
 
DATA DAN
 

PERPUSTAKAAN
 

SUBBAGIAN
 
PROGRAM,
 

EVAWASIDAN
 
PELAPORAN 

I
 
BAGIAN
 

KEUANGAN
 

I
 

SUBBAGIAN 
ANGGARAN 

SUBBAGIAN 
VERIFHKASI 

SUBBAGIAN 
PERJALANAN 

DINAS 

BUPATI LAMPUNG SEL 

WENDY MELFA 

Research
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Research
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lAMPlRAN m: PERA1l.JR.AN DAERAH1U\B1JPATEN LAMPUNO SELAT ANBAGANSTRUKTIJR ORGANISASI 
NOMOR : 06 TAIDJN2008

STAFAlill BUPAn 
TANGGAL: 26 September 2008

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

BUPAn 

WAKIL BUPAn 

SEKRETARIS DAERAH r--···-·-·-·-·-·-------·-· , 
, 
, 
; 
, 

I
 

STAFAHLI
 
BIDANG HUKUM
 

DANPOLITIK
 

I I l 
STAFAHLISTAFAHLISTAFAHLI 

BIDANGBIDANG BIDANG KEMASY. 
EKONOMI DANPEMERINTAHAN DANSDM 
PEMBANGUNAN 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

WENDY MELFA
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LAMPmAN IV: PERATIJRAN DAERAH KABUPI\1EN lAMPUNG SELATAN BAGAN STRUKlUR ORGANISASI 
NQMOR : 06	 TAHUN 2008

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA TANGGAL: 26· S t	 200.ep emberDAN OLAIlRAOA 
KABUPATENLAMPUNO SELATAN 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I
 
BIDANG
 

PENDIDIKAN
 
DASAR
 

I 

SEKSI
 
TIC, SD DAN SLB
 

SEKSI
 
SMP
 

SEKSI
 
KURIKULUM
 
PENDIDIKAN
 

DASAR
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KEPALA DINAS
 

SUBBAGIAN
 
UMUMDAN
 

KEPEGAWAlAN
 

BIDANG
 
PENDIDIKAN
 
MENENGAH
 

SEKSI
 
SMA
 

SEKSI
 
SMK
 

SEKSI
 
KURIKULUM
 
PENDIDIKAN
 
MENENOAH
 

UNJT PELAKSANA 
TEKNIS 

I 

I
 

l 

SEKRETARlAT 

.­
SUBBAGIAN
 

PERENCANAAN
 

BIDANG
 
PENDIDlICAN
 

FORMAL DAN
 
INFORMAL
 

SEKSI
 
PENDIDIKAN
 

KESEIARAAN
 

SEKSI 
PAUD 

SEKSI
 
PENDIDlKAN
 

MASYARAKAT
 

BUPATI LAMPUNG SEL
 

SUBBAGIAN
 
KElJANGAN
 

BIDANG
 
PEMUDADAN
 
OLAHRAGA
 

I
 

SEKSI
 
ffiMUDA
 

SEKSI
 
OLAHRAGA
 

SEKSI
 
SARANADAN
 
PRASARANA
 
OLAHRAGA
 

TAN, 

,A,A lUl 
WENDY MELFA 
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LAMPIRANV: PERATIJRANDAERAHKABUPA-rnN LAMPUNGSELATAN BAGAN STRUKTIJR ORGANISASI 
NOMQR 06 TAHUN2008

DINAS KESEHATAN 
TANGGAL: 26 Sentember 2008

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SUBBAGlAN 
PENYUSUNAN 

PROGRAM 

SUBBAGIAN 
roOAN 
INFOKES 

I 
BIDANG 

P£G€MBANGAN SDK 
DAN PEMBERDAYAAN 

KESEHATAN 

I 

I 
BWANG. 

PENGENDAUAN 
MA$ALAH 

KESFJlATAN 

I 

1 
BIDANG BINA 
PElAYANAN 
KESEHATAN 

UIDANG JAMINAN 1'1

DANSARANA 
KESEHATAN 

I 

SEKSI 
PERENCANAANDAN 
PENDAYAGUNAAN 

SDM 

SEKSI 
P'EMBERANTASAN 

PENYAKlT 
MENULAR 

SEKSI 
PELAYANAN KES. 
DASARKHUSUS 
DANRUJU"KAN 

SEKSIOBAT, 
KOSMETIK 

DANALKES. 

SEKSI PROMQSI DAN 
PEMBERDAYAAN 

KESEHATAN 
MASYARAKAT 

SEKSIPENCEGAHAN 
DAN PENGAMATAN 

PENYAKIT 

SEKSI 
GIZI 

MASYARAKAT 

SEKSI KESEHATAN 
TRAD1SlONAL DAN 

MAKANAN 
MlNUMAN 

BUPATI LAMPUNG SELAT 

SEKSI 
JAMINAN 

PEMELIHARAAN 
KESEHATAN 

SEKSI 
KESEHATAN 
KELUARGA 

UNIT PELAK.SANA 
TEKNlS 

SEKS! 
KESEHATAN 

illIGKUNGAN 

SUSI 
PENDIDiKAN 

LATIHANDAN 
PENFLlTIAN 

PENGEMBANGAN 

WENDY MELFA
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LAMPIRANVI: PERATURANDAERAHKABUPATENlAMPUNGSELATAN BAGAN STRUKTlJR ORGANISASI 
NOMOR 06 TAHUN2OO:I

DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
TANGGAL: 26 S t b 200.ep em erPENCATATAN SlPIL 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I
 
BIDANG
 

PENYULUHAN DAN
 
PENGAWASAN
 

I
 

SEKSI 
PENGOLAHAN 

DATA DAN 
PENY!MPANAN 

ARSlP 

SEKSI 
PENYULUBAN 

SEKSI 
PENGAWASAN 

;~.,' . 
I 

KEPALA DINAS 

SUBBAGIAN 
UMUMDAN 

KEPEGAWAIAN 

BIDANG 
KEPENDUDUKAN 

I 

SEKSI
 
PENDAFfARAN
 

PENDUDUK 

SEKSI
 
MUTASIDATA
 

DAN
 
PELAPORAN
 

SEKSI PROYEKSI
 
DAN PER­

KEMBANGAN
 
PENDUDUK
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SEKREfARIAT 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN 

I 

SUBBAGIAN
 
KEUANGAN
 

BIDANG
 
PENCATATAN
 

SIPIL
 

I 

SEKSI 
KELAlIIRAN 

DANKEMATIAN 

SEKSI
 
PENGAKUAN
 

SAM DAN PENG­
ANGKATAN ANAK
 

SIlKSI
 
PERKAWINAN
 

DAN
 
PERCERA\AN
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 
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WENDY MELFA 
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LAMPIRAN VII PERATIJRANDAERAHKABUPATEN LAMPUNG SELATAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
NOMOR 06 TAHUN2008

D1NAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN 
TANGGAL ; 26 September 2008

TRANSMIGRASI 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

KEPALA DINAS
 

SUBBAGIAN 
UMUMDAN 

KEPEGAWAJAN 

I 

BIDANG
 
SOSIAL
 

I 

I 
BITlANG
 

PELATtHAN,
 
PENEMPATAN TENAGA
 

KERJA, HURUNGAN
 
INDU~TRI, DAN SYARAT
 

KFRJA 

I 

SEKSI
 
PELATIHAN DAN
 
PRODUKTIVITAS
 
TENAGA KERJA
 

SEKSI
 
PER~LUASAN 

KERJA, INFO. DAN
 
PENEMPATAN TK
 

SEKSI
 
HUBUBUNGAN
 

INDUSTRIAL
 
DAN SYARAT­
SYARAT KERJA
 

UNIT PELAKSANA
 
TEKN!S
 

I
 

SEKRETARIAT 

SUBBAGlAN 
PERENCANAAN 

BIDANG
 
PENGAWASAN
 

KETENAGA-KERJAAN
 
DAN PENYELESAlAN
 

PESELlSU tAN
 

I 

SEKSI 
NORMA 

KETENAGA~ 

KERMAN DAN
 
NORMAKJ
 

SEKSI
 
PENYELESAJAN
 
PERSELISIHAN
 

SEKSI
 
PENINDAKAN
 

SUBBAGIAN
 
KEUANGAN
 

I 

BIDANG 

SEKSI 
REHABILITASI 

SOSIAL 

SEKSI 
BANTIJAN 

SOSIAL 

SEKS[ 
PEMBlNAAN 
SOSIAL DAN 

KEPAHLAWANAN 
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I 

SEKSI
 
PENGERAHAN,
 
PENDAFfARAN
 
DAN SELEKSI
 

SEKSI
 
PEMINDAHAN
 

DAN
 
PENEMPATAN
 

SEKSI
 
PEMBINAAN DAN
 
PENGEMBANGAN
 

BUPATI~V
 

WENDY MELFA 
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LAMPIRANVIU: PERAnrRAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATANBAGAN STRUKTIJR ORGANISASI NOMOR : 06 TAHUN 20011 
DINAS PERHlIBUNGAN, TANGGAL: 26 September 2008 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
KABUPATENLAMPUNGSELATAN 

KELOMPQK 
]ABATAN FUNGSIONAL 

KEPALADINAS 

SEKRETARIAT 

I 

I 

SUBBAOlAN 
UMUMDAN 

KEPEGAWIAN 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN 

BIDANG 
PERHUBUNGAN 

DARAT 

I 

SEKSI 
LALULINTAS 

DARAT 

SEKSI 
ANGICUTAN 

DARAT 

SEKSI 
lEKNlS SARANA 

DAN PRASARANA 

BIDANG 
PERHUBUNGAN 

LAUf 

SEKSlLALU 
LlNTAS 

ANGKUTAN 
LAUT 

SEKSI 
TEICNIIC 

ICEPELABUHAN 

SEKSJ 
KESELAMATAN 

PELAYARANDAN 
PERKAPALAN 

BIDANG 
PERHUBUNGAN 

UDARA 

I 

SEKSlLALU 
LINTAS 

ANGKUTAN 
UDARA 

SEKSl 
ICESELAMATAN 
PENERBANGAN 

SEKSI 
TEKNIK 

PENERBANGAN 

BIDANG 
ICOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

SEKSI 
POSDAN 

TELF-KOMUNIKASI 

SEIlSI 
SARAN"ADAN 
PRASARANA 

KOMUNIKASJ DAN 
INFORMASI 

SEKSI 
FREl(WEN$1 

RADIO DAN TV 

UNITPELAKSANA 
TEKNIS 

BUPATILAMPUNGSEU AN, 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, 

LAMPIRAN IX: PERATIJRANDAERAH KABUPATEN LAMPUNGSELATAN 
NOMOR 06 TAHUN2008 

PERDAGANGAN DAN USAHA KECIL MENENGAH TANGGAL: 26 S e'Ptember 2008 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KELOMPOK 
lABATAN FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

I 

SUB BAGIAN 
UMUMDAN 

KEPEGA WAlAN 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN 

SUBBAGlAN 
KEUANGAN 

BIDANO 
BINA KOPERASI DAN 

USAHAKECIL 
MENENGAH 

I 

SEKSJ 
KEMITRAAN 

KOPERASI DAN 
USAHAKECn, 
MENENGAII 

SEKSI 
USAHA KOPERASI 

DAN USAHA KECIL 
MENENGAH 

SEKSJ KELEMBAGAAN 
DAN LEGALITAS 

KOPERASIDAN USAHA 
KEcrL MENENGAH 

BIDANG 
BlNA INDUSTRI 

SEKSI 
SARANA 

INDUSTRI 

SEKSI 
USAHA 

lNDUSTRI 

SEKSI 
BIMBINGAN 
PRODUKSr 

BIDANG 
PERDAGANGAN DAN 

PERLINDUNGAN 
KONSlJMEN--­

SEKSI 
PERDAGANGAN 

SEKSI BIMBINGAN 
USAHADAN 

PROMOSI 
PERDAGANGAN 

SEKSI 
PERLlNDUNGAN 

KONSUMEN 

BIDANG 
PENGAWASAN 

SEKSI 
PENGAWASAN 
KOPERASI DAN 
USAHA KEClL 
MENENGAH 

SEKSI 
PENGAWASAN 

PERINDUSTRIAN 

SEKSI 
PENGAWASAN 

PERDAGANGAN 

IT PELAKSANA 

TEKNIS 

KEPALA DlNAS 

BUPATI LAMPUNG SEL TAN, 

vvl)J~ 
WENDY MELFA 
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Rectangle

Research
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LAMPlRANX; PERATIJRANDAERAHKABUPAl'EN LAMPUNG SELATANBAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
HOMOR : 06 TAHUN 200s

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 
TANGGAL: 26 S t b 200'ep em erKABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I
 
BIDANG
 

GEOUJGI
 
SUMBERDAYA
 

MTNRRAJ. 

I
 

SEKSI 
GEOLOGI UMUM 
DANPEMETAAN 

SEKSI 
HlDROUJGI 
DANTATA 

LINGKUNGAN 

SEKSI 
SUMBERDAYA 

MINERAL 

KEPAlA DINAS 

-I 

SEKRETARIAT 

I 

SUBBAGlAN 
UMUMDAN 

KEPEGAW AlAN 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN 

BIDANG
 
PERTAMBANGAN
 

UMUM
 

I
 

SEKSI
 
PENGUSAHAAN
 

PERTAMBANGAN
 

SEKSI 
PEMBINAAN 

PERTAMBANGAN 

SEKSI
 
KONSERVASI
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BIDANG
 
ENERGI. MIGAS
 

DAN
 
KEUSTRIKAN
 

SEKSI
 
PENGUSAHAAN
 
KELISTRIKAN
 

SEKSI
 
PENGEMBANGAN
 

KONSERVASI 
ENERGI 

SEKSI
 
MINYAKDAN
 

GAS BUMl
 

BUPATI LAMPUNG SEL TAN,
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LAMPlRANXl: PERATIJRANDAERAHKABUPAn:N LAMPUNGSELATANBAGAN STRUKTIJR ORGANISASI 
HOMOR : 06 TAHUN20011

DINAS PERTANIAN TANAMAN 
TANGGAL: 26 September 2008

PANGAN DAN HORTIKULTURA 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I
 
BIDANG
 

TANAMAN
 
PANGAN
 

SEKSI 
BUDIDAYA 

SERELIA 

SEKSI 
BUDIDAYA 
KACANG­

KACANGAN DAN 
UMBI-UMBIAN 

SEKSI 
PERBENIHAN 

TANAMAN 
PANGAN 

BlDANG
 
TANAMAN
 

HORTIKULl1JRA
 

I 

sees 
BUDIDAYA TANAMAN 

BUAH, HIAS DAN
 
BUNGA-BUNGAAN
 

SEKSI 
BUDIDAYA TANAMAN 

SAYURAN DAN
 
BIOI'ARMAKA
 

SEKSI
 
PERBENIHAN
 

HORTIKULTURA
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KEPALA DINAS
 

SUBBAGIAN
 
UMUMDAN
 

KEPEGAWAIAN
 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN 

T
 
BIDANG
 

PENGELOLAAN
 
LABAN, AIR DAN
 

SARANA
 
, ­

SEKSI
 
PENGELOLAAN
 

LAMAN DAN AIR
 

SEKSI
 
PENGELOLAAN
 

ALATMESIN
 
PERTANIAN
 

SEKSI
 
IKLIM, PUPUK
 

DAN PESTISIDA
 

SUBBAGlAN
 
KEUANGAN
 

B1DANG 
PENGOlAHAN
 

DAN PEMASARAN
 
HASIL
 

SEKSI 
PASCAPANEN 

DAN
 
PENGOLAHAN
 

IlASIL
 

SEKSI
 
PROMOSIDAN
 
PEMASARAN
 

HASIL
 

SEKSI
 
KEMITRAAN,
 

PERMODALAN
 
DAN PERIZINAN
 

BUPAn LAMPUNG SELATAN, 

J'-" A<tQ 

WENDY MELFA 
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LAMPIRAN XII: PERAJ1JRAN DAERAH K.ABUPATENLAMPUNG SELATAN BAGAN STRUKTIJR ORGANISASI 
NOMOR : 06 TAHUN2008

DINAS PETERNAKAN TANGGAL: 26 SeJ'tember 2008 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KEWMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN 

SUBBAGlAN 
UMUMDAN 

KEPEGAWAIAN 
SUB BAGIAN II 

PERENCANAAN 

L­ _ 

BIOANG 
PEMBIBITAN 

TERNAK 

L_-----,__---.J 

SEKSI 
BffiITTERNAK 

SEKSI 
lNSEMINASI 

BUATANDAN 
EMBRIOTERNAK 

SEKSI 
KAWASAN 

PETERNAKAN 

BIDANG 
PRODUKSI 

SEKSI 
PENYEBARAN DAN 
PENGEMBAN'GAN 

SEKSJ 
ALAT DAN MESIN 

PETERNAKAN 

SEKSI 
PAKAN TERNAK 

"L BIDANGPENGEMBANGAN 
DANUSAHA 

PETERNI\KAN 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

SUMBERDAYA 
I MANUSIA 

SEKSI 
AGRffiISNIS 

SEKSI I 
USAHA 

PETERNAKAN 
DAN PEMASARAN 

[UDANG 
KESEHATAN HEWAN 

DAN KESEHATAN 
MASYARAKAT 

VETERINER 

SEKSI 
KESEHATAN 

MASYARAKAT 
VETERJNER 

SEKSI 
PERHNDlJNGAN 

DAN PENGENDALIAN 
PENYAKITI-IEWAN 

SEKSI 
PENGAWASANOBAT 

DAN PELAYANAN 

KESEHATAN HEWAN 
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LAMPfRANXlII: PERAruRAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNO SEl.ATANBAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
NOMOR 06 TAHUN 2008

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TANOGAL: 26 September 2008

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KEPAIA DINAS
 

SEKRETARIAT 

KEWMPOIC 
JABATAN FUNGSIONAL 

SUBBAmAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIANUMUMDAN 

PERENCANAAN KEUANGANKEPEGAWAlAN 

II 
BIDANG BIDANGBIDANGBIDANG 

KELAUfAN, PESISIR PENGOLAHANPERIKANAN PERlKANANDAN PlJLAU-PULAU 
DAN PEMASARAN KECL TANGKAPBUDIDAYA 
HASIL PERJKANAN 

I I 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
PENGOLAHAN 

KELAUTAN 
SEKSI SARANA 

SARANA HASILDAN 
DANPESISIR 

PENANGKAPAN 
BUDIDAYA PEMBINAAN 

MlJIV 

SEKSI 
SEKSI 

SUMBERDAYA SEKSIPEMBERDAYAAN 
SEKSI lKAN PEMASARANMASYARAKAT 

PESISIRDAN PULAD­ PERBENIHAN HASIL 
PULAUKECIL PERIKANAN 

SEKS] 
PENGAWASAN DAN 

PENGENDAUANSEKSI SEKSI 
SUMBERDAYAKON~'"RVASI DAN SEKSIPRODUKSI

REHABILITASI KELAUfANDAN USAHADANBUDIDAYAPESISIR DAN PULAU­ PERIKANAN !NVESTASI
PUlAUKECIL 
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LAMPIRAN XIV: PFJtAnJRAN DAER}.HKABUPATEN LAMPUNG SFLATANBAGAN SlRUKTUR ORGANISASI NQMOR : 06 TAHlIN 2008 
DINAS KEHUTANAN TANOOAL: 26 September 2008 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN 
UMlJMDAN 

KEPWAWAIAN 
SUBBAGIAN 

PERENCANAAN 

KEPALA DINAS
 

I
 
BIDANG
 

INVENTARISASl,
 
TATA GUNA DAN
 
PENGEMBANGAN
 

I 

SEKSI
 
PEMETAANDAN
 

TATABATAS
 
KAWASAN
 

SEKSI
 
TATAGUNA
 

HUTAN
 

SEKSI 
PENDATAANDAN 
PENGEMBANGAN 

BIDANG
 
PENGUSAHAAN
 

HUTAN
 

I 

SEKSI
 
PERIZINAN
 

SEKSI
 
PENGOLAHAN
 

DAN PERFDARAN
 
HASn...HUTAN
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PEMBINAAN HlITAN
 

TANAMANDAN
 
ANEKAUSAHA 
KEIRJTANAN 
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BIDANG
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SEKSI
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SEKSI
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KELEMBAGAAN
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PERLINDUNGAN
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SEKSI 
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LAMPIRANXV· PERATURANDAERAHKABUPATENLAMPUNGSELATANBAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
NOMOR 06 TAHUN2008DINAS PERKEBUNAN 
TANGGAL: 26 Se;ptember 2008KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

[ KEPALA DINAS 

I
 

SEKRETARlAT 

KELOMPOK
 
JABATAN FUNGSIONAL
 

I
 
BIDANG
 

PENGELOLAAN
 
LAHAN DAN AIR
 

I
 

SEKSI
 
KONSERVASI
 

TANAH DAN AIR
 

SEKSI
 
PEMANFAATAN
 

LAHAN
 

SEKSI
 
SARANADAN
 
PRASARANA
 

I
 
BIDANG
 

PRODUKSI DAN
 
PERLINDUNGAN
 

I
 

SEKSI
 
TANAMAN
 

PERKEBUNAN
 

SEKSI
 
PERLINDUNGAN
 

DAN
 
PENGENDALIAN
 

SEKSI
 
BAHAN
 

TANAMANDAN
 
PUPUK
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I..AMPIRANXVI: PERATURANDAERAHKABUPATENLAMPUNGSELATAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
NOMOR ; 06 TAHUN 200g 

DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN 
TANGGAL: 26 S t b 2008 _ el] em erKABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KEPMADINAS
 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I 
BIDANG BIDANG 

PENGEMBANGAN PENDAPATAN 
PASAR 

I 

SEKSI 
PEMBINAAN 
PEDAGANG 

PASAR 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

DAN 
PEMELIHARAAN 

SEKSI 
PENGAWASAN 

DAN KETERTIBAN 
PASAR 

SEKSI
 
PENETAPAN
 

SEKSI
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SEKSI
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SEKSI
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SEKSI
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LAMPIRANXVll: PERATIJRANDAERAHKABUPATENLAMPUN'GSELATANBAGAN STRUKTVR ORGANlSASI 
NOMOR 06 TAHUN2008DINAS PARIWISATA DAN 
TANOOAL: 26 September 2008

KEBUDAYAAN 
KABUPATENLAMPUNGSELATAN 

KEPALADINAS
 

KEWMPOK
 
JABATAN FUNGSIONAL
 

I
 
BIDANG 

PENGEMBANGAN
 
PARIWISATA
 

SUB IlAGIAN 

'"""" DANK£P'EOA.WA1AN 

I
 

SEKREfARIAT 

SUBBAGJAN 
PERENCANAAN 

BIDANG 
PEMASARAN 
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SEKSI SEKSI 
LINGKUNGAN PROMOSI 
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LAMPIRAN xxv ~ PERAruRAN DAERAH KABUPATEN I...AMP\J:NG SELATANBAGAN STRUKTUR ORGANISAS! 
NOMOR 06 TAHtlN 2008 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH T~&: 26 September 2~ 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

ICEPALA BADAN
 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

SUllBAGIAN 
UMIJIoIDAN 

KEPliGAWAIAN 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASJDAN 

P£LAPORAN 

SUBHAGIAN 
KEUANGAN 

I III 
BIOANG BIOANG 

BIOANG DOKUMENTAS]PENGADAAN DANBIOANG
KEPANGKATAN PEMBERHENTIAN DAN lNFORMASIPENGEMBANGANDAN PENGGAJIAN KEffiGAWAlAN PEGAWAI 

I I \ 

SUBBIOANG 
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SUBBIDANG 
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BAGAN STRUK1UR ORGANISASI 
DINAS PENDAPATAN. PENGEWLAAN 
KEUANGA'N DAN ASSET DAERAH 

LAMPIRAN XVIII: ffiRAT1JR.AN DAERAH KABUPATI:N LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 06 TAHUN2Q08 

TANGGAL: 26 September 2008 

KABUPA'ffiN LAMPUNG SELATAN 

KEPALADlNAS 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIQNAL 

I 
BIDANG BIDANG 

PENDAPATAN ANGGARAN 

I 

SEKSl 
SEKSIPENDATAAN 

DAN PELAKSANAAN 

PENETAPAN ANGGARAN 

SEKSI SEKSI 
PENAGIHAN DAN AKUNTANSI 

KEBERATAN 

SEKSI 
SEKSIPEMBUKUAN DAN 

PELAPORAN PENGENDALIAN 
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I..AMPIRAN XIX: PERAlVRAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATANBAGAN STRUKTIJR ORGANlSASI 
NOMOR : 06 TAHUN2008 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
TANGGAL: 26 September 2008 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KEWMPOK 
JABATAN FUNGSJONAL 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUBBAGlAN SUBBAGIAN SUBBAGJAN
UMUMDAN 

PERENCANAAN KEUANGANKEPEGAWAlAN 

I I 

BIDANG BIDANG 
BINAMARGA 

BIDANG 
PENGAIRANCJPTAKARYA 

I I 

SEKSJ
 
JASA TEKNJK
 SEKSISEKSJ 

KONSTRUKSJKONSTRUKSJ DAN KONTRUKSJ 

SllKSI 
PERUMAHAN DAN SEKSJSEKSJ 

LINGKUNGAN PEMELIHARAANPEMELIHARAAN PEMlJKJMAN 

SFJCSISEKSJ SEKSJ PENGELOLAAN DAN
PEMBANGUNAN PEMBANGLNAN PEMANFAATAN 

lALANDAN DUMBER DAYA AIRGEDUNG 
JEMBATAN 
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LAMPIRAN xx: PERAllJRANDAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATANBAGAN STRUKTIJR ORGANISASI NOMOR : 06 TAHUN 2008 
INSPEKTORAT TANGGAL: 26 September
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KEWMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I
 
INSPEKTIJR 
PEMBANlU 
WILAYAIII 

I
 

SEKSI 
PENGAWAS 

PEMERlNTAH 
UIDANG 

PEMBANGUNAN 

SEKSI 
PENGAWAS 

PEMERlNTAH 
BIDANG 

PEMERINTAHAN 

SBKSI 
PENGAWAS 

I'EMERINTAH 
BlDANG 

KEMASYARAKATAN 

INSPEKTIJR 

SEKRETARIAT 

I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
ADMlNI5­EVAIVASISUBBAGIAN 

TRASIDANPERENCANAAN DAN 
PELAPORAN UMUM 

I 
INSPEKlURINSPEKTIJR INSPEKTIJR 

PEMBANlU PEMBANlU PEMBANlU 
WILAYAIIn WILAYAHm WlLAYAHIV 

I
 
SEKSISEKSl SEK."PENGAWAS PENGAWASPENGAWAS 

PEMERINTAH I'EMERINTAHl'EMEIUNTAH 
BIDANG UIDANOBIDANG 

PEMBANGUNAN PEMBANGUNANPEMBANGUNAN 

SEKSlSElCSl SEKSI
PENGAWASPENGAWAS PENGAWAS

PEMERlNTAHPEMF.RINTAH PEMERJNTAH 
BIDANGBIDANG BIDANG
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SEKSISEKSI SEKSI 
P£NGAWASPENGAWAS PENGAWAS 
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l.AMPIRANXXf: PERAlURANDAERAHKABUPATENLAMPUNGSELATANBAGAN ~'TRUK11JRORGANlSASI 
NOMOR 06 TAHUH 2008 

BADAN PERENCANAAN TANGGAL: 26 September 2008 
PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KEPALABADAN 

SEKRETARlAT 

SUBBAGlAN SUBBAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN 

KEPEGAWAIAN 

I 
BIDANG BIDANG 

PEMERINTAll. SARANADAN 
SOSIALDAN PRASARANA 

BUDAYA W1LAYAH 

I I 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
PEMEI<lNTAHAN TATARUANGDAN 

DAN LINGKUNGAN 
KEPENDUOOKAN lBDUP 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
""'SARANAPENDIDIKAN, PEIlHUBUNOAN,

KESEHATANDAN INFO'''''' 
KESEJAHTERAAN PfRMUKIMAN DAN 

SOSIAL I"E'NGAIRAN 

KEWMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I
 
BIDANG
 

EKONOMI
 

I 

SUBBIDANG
 
PERTANIAN,
 
PERlKANAN,
 
PARIWlSATA.,
 

KEHUTANAN DAN 
PERKEBUNAN 

SUBBIDANG
 
INDUSTRl, DUNlA
 

USAHA. KEUANGAN
 
DAN
 

PERTAMBANGAN 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN 
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I 
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I..AMPIRAN XXII: Pl3RATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SEUTANBAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
NOMOR : 06 TAHUN200llBADAN LINGKUNGAN HIDUP 
TANOOAL: 26 0 t b 2008.:.lep em erDAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I
 
BIDANG
 

PENGENDALIAN
 
PERENCANAAN DAN
 
BINA LINGICUNGAN
 

SUBBIDANG 
PENGENDALIAN 
PENCEMARAN 

SUBBIDANG 
BINA 

LINGKUNGAN 

KEPALA BADAN 

I 

SEKREfARIAT 

SUB8AGlAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
UMUMDAN PERENCANAAN KEUANGAN

KEPEGAWAlAN 

I 
BIDANG BIDANG
 

KONSERVASI
 PENGKA1IAN 
SUMBERDAYA DAMPAK 

ALAM LINGKllNGAN 

I 

SUBBIDIING SUBBIDANG 
KONSERVASI ANALlSIS 
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DAMPAKALAM 
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!.J\MPlRAN XXIII: PERAnJRAN DAERAII KABUPATENLAMPUNGSELATANBAGAN STRUKTIJR ORGANISASI 
NOMOR : 06 TAHUN 200&

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANGGAL : 26 '008 _ SeptemberDESAKABUPATENLAMPUNGSELATAN 

KEPALABADAN 

SEKRETARIAT 

KELOMPOK
 
JABATAN FUNGSIONAL
 

SUBBAGlAN SUBBAGlAN SUBBAGIAN 
UMUMDAN PERENCANAAN KEUANGAN

KEPEGAWAlAN 

I I 
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG 

KETAlIANAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAIIAN 
TATA SWADAYA EKONOMI DESAiKEWRAIIAN 

MASYARAKAT MASYARAKAT MASYARAKAT 

.~ 

I 

SUBBIDANG 
PENGEMB. 

KETAHANAN MASY-o 
EVALUASIDAN 
WMBAOESA 

SUBBIDANG 
MUSRENBANGDES 

DAN 
KETIlRAMPILAN 
MASYARAKAT 

SVBBIDANG
 
PENINGKATAN
 

SWADAYAMASY. 
DAN PRASARANA 

DASAR.MASY. 

SUBBIDANG 
BINA 

PERUMAHANDAN 
LINGICUNGAN 

I
 

'SUBBIDANG 
BANTUAN 

PEMBANGUNAN 
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PEMBEIIDAYAAN 
EKONOMl MASY. 

SuaBJDANG 
PEMBFRDAYAAN 

TEKNOLOGI 
PEDESAAN 

I
 

SUBBIDANG 
BINA 

PENDAPATAN
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LAMPIRANXXJV: PERAnJRANDAERAHKABUPATENlAMI'UNGSELATANBAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
NOMOR 06 TAHUN 2008 

BADAN PEMBERDAYAAN TAN~: 26 Se~tember 2008 
PEREMPUAN DAN KELUARGA 
BERENCANA 
KABIJPATEN LAMPUNG SELATAN 

KEPALABADAN
 

SEKRETARIAT
 

KEWMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

~ 

BIDANG
 
DATA DAN
 
INFORMASI
 

I
 

, 

SUBBIDANG
 
PENGUMPULAN
 

DAN
 
PENGOLAHAN
 

DATA
 

SUBBIDANG
 
DATA DAN
 
EVAWASI
 
PROGRAM
 

BIDANG
 
PENGENDALIAN
 

KELUARGA
 
BERENCANA
 

SUBBIDANG
 
OPERASIONAL
 

KB/KR 

SUBBIDANG
 
OPERASIONAL
 

KS/PK 
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SUBBAGIAN SUBBAGlAN 
UMUMDAN PERENCANAAN

KEPEGAWAlAN 

, 

BIDANG
 
PENGENDALIAN
 

KELUARGA
 
S,EIAHTFi'.RA 

SUBBIDANG
 
PEMBERDAYAAN
 
DAN KETAHANAN
 

KELUARGA
 

SUBBIDANG
 
AKlEDAN
 

PENGGERAKAN
 
MASYARAKAT
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SUBBAGlAN 
KEUANGAN 

BIDANG
 
PEMBERDAYAAN
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SUBBIDANG 
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BAGAN STIlUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XXXIV: PERATIJRANDAERAHKABUPATEN j,AMPUNG SELATAN 

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN, NOMOR 06 TAHUN2Q08 

PERTANlAN PERIKANAN DAN KEHUT ANAN TANGGAL: 26 Septer:ber 2Q08 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KEPALA HADAN 

I 

SEKRETARIAT 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I 

SUBBAGIAN 
UMuMDAN 

KEPEGAWAlAN 

SuBBAGIAN 
PERENCANAAN 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN 

I 
8/0ANG 

PENGEM8ANGAN 
K.ElEMBAGAAN 
PENYULUHAN 

PERTANlAN 
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